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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tax knowledge dan attitude 
rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak, serta pengaruh religiusitas sebagai 
variabel moderasi tax knowledge dan attitude rasionality terhadap kepatuhan wajib 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian 
deskriktif. Penelitian ini menggunakan Teory of planned behavior (TPB) dan teori 
atribusi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP 
Pratama Bulukumba. Penentuan sampel penelitian berdasarkan metode purposive 
sampling. Data penelitian merupakan data primer yang dikumpulkan melalui survey 
kusioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda 
untuk mengetahui pengaruh tax knowledge dan attitude rasionality terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Analisis regresi moderating dengan uji pendekatan absolute 
residual uji nilai selisih mutlak untuk mengetahui pengaruh religiusitas dalam 
memoderasi tax knowledge dan attitude rasionalty terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax knowledge dan attitude rasionality 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu hasil 
penelitian ini juga menunjukkan bahwa religiusitas memoderasi hubungan antara tax 
knowledge terhadap kepatuhan wajib pajak dan religiusitas tidak dapat memoderasi 
pengaruh signifikan attitude rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak. 
  












     BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya terus melakukan 
pembangunan di segala bidang. Semua ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat 
Indonesia sendiri sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 
dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan hal 
tersebut tentunya pemerintah memerlukan bantuan berupa sumber dana yang dapat 
digali dari potensi yang dimiliki oleh negara (Riskina & Adiman , 2020). Pemerintah 
memerlukan dana yang tidak sedikit guna membiayai belanja negara yang semakin 
lama semakin bertambah besar. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi 
sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam 
maupun iuran dari masyarakat. Pendapatan dari iuran masyarakat atau yang di kenal 
dengan pajak merupakan pendapatan potensial yang diperoleh negara dari 
masyarakat, karena manfaat pajak memiliki pengaruh yang sangat besar bagi 
pembangunan negara, oleh karena itu pajak memiliki peran yang sangat penting dan 
tentunya untuk menunjang kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Astina & 
Setiawan, 2018). Sebagai salah satu unsur penerimaan negara yang potensial, maka 
peran pajak sangat besar dan semakin di andalkan untuk kepentingan pembangunan 
dan pengeluaran pemerintahan.  
Pajak merupakan pungutan pemerintah kepada rakyat yang dapat dipaksakan 





pembiayaanpembangunan nasional. Pajak merupakan iuran yang diberikan 
masyarakat (wajib pajak) kepada pemerintah untuk menutupi pengeluaran rutin 
negara dan untuk membiayai pembangunan, yang dapat di tunjuk secara langsung dan 
bersifat wajib (Po'oe, Amalia, & Tuli, 2015). Pembayaran pajak merupakan 
pendapatan negara yang sangat penting demi peningkatan pembangunan nasional. 
Peranan pajak dalam  pembangunan nasional sangat dominan (Ning, 2007). Peranan 
dari pajak dapat dirasakan  secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan 
sehari-hari. Manfaat  yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas 
transportasi,  fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum lainnya. Pentingnya 
peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan 
pajak. Penerimaan pajak bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Rioni & 
Syauqi (2020) mengatakan Pajak dalam negeri yang terdiri dari pajak penghasilan, 
pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan, cukai dan pajak lainnya. Penerimaan pajak lainnya seperti pajak 
perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan pajak ekspor. Semua 
penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk membantu perekonomian Indonesia 
salah satunya pada tahap pembangunan perekonomian. Pembangunan perekonomian 
sangat penting untuk dilakukan guna mensejahterakan masyarakat. Meskipun 
penerimaan pajak dapat diterima dari beberapa sumber tersebut masih belum bisa 
mencapai target penerimaan pajak dan tentunya belum mampu untuk menutupi 





Realisasi penerimaan pajak di Indonesia cenderung mengalami kenaikan dari 
tahun ke tahun meskipun di tahun berikutnya mengalami penuruanan kembali. 
Pertumbuhan penerimaan pajak menunjukkan hasil yang belum sesuai dengan 
anggaran yang ditetapkan (Hapsari dan Kholis, 2020). 
     Tabel 1.1 
  Penerimaan Pajak di Indonesia dari tahun 2016-2019 
Tahun  Target  Realisasi  Persentase Shortfall 
2016 1.539 trilliun 1.283 trilliun 83,4% 256 trilliun 
2017 1.147 Trilliun 1.147 trilliun 89,4% 136 trilliun 
2018 1.424 trilliun 1.315,9 trilliun 92% 108 trilliun 
2019 1.332,6 trilliun 1,332,1 trilliun  84,4% 245,5 trilliun 
Sumber:  Julita (2020) 
 Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2018 
penerimaan pajak terus mengalami kenaikan, hal ini menandakan upaya yang 
dilakukan pemerintah dalam peningkatan yang dilakukan pemerintah terhadap 
penerimaan pajak, tetapi berbeda di tahun 2019 mengalami penurunan penerimaan 
pajak dari pendapatan yang diterima di tahun 2018 mencapai 92% kemudian turun di 
tahun 2019 dengan persentase 84%. Bahkan shortfall di tahun 2019 lebih besar dari 
tiga tahun sebelumnya yang mencapai 245,5%. Realisasi penerimaan pajak 
menunjukkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 belum mampu mencapi target 





Indonesia masih rendah dari yang seharusnya dapat diterima. Besar harapan 
pemerintah terhadap penerimaan pajak yang tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi 
pajak lebih besar dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Pemerintah terus 
berupaya dalam meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi realitanya, hingga sekarang 
tax ratio pajak di Indonesia masih dibawah standar internasional yaitu 15%. Tax 
raxio menggambarkan ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Tax 
ratio di Indonesia hanya berada dalam kisaran 11%-13%. Negara-negara yang 
berpenghasilan menengah seperti Indonesia sudah mencapai tax raxio 16%-18, 
artinya indonesia tertinggal jauh dari negara- negara lain yang pendapatan pajaknya 
jauh lebih besar (DDTCNews, 2019). Bahkan tax ratio Indonesia di bawah rata-rata 
dari anggota OECD yang sudah mencapai tax ratio 34,2%. Tidak hanya itu kawasan 
LAC (Latin America and the Caribben) dan Afrika sudah mencapai tax ratio sebesar 
22,8% dan 18,2%  (Kevin, 2019). Padahal jika dilihat dari jumlah penduduk 
Indonesia sebesar 265 juta jiwa. Penduduk yang sebanyak itu seharusnya penerimaan 
pajaknya juga lebih besar, tetapi dari jumlah penduduk tersebut yang terdaftar sebagai 
wajib pajak hanya mencapai 35,5 juta, yang melapor 11,1 juta dan yang membayar 
hanya 1,3 juta (Kurnia, 2018). Melihat kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa 
sumber pendapatan negara dari pajak masih rendah untuk membiayai perekonomian 
negara untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang pendapatan 
pajaknya dapat diharapkan lebih untuk membangun perekonomian di negaranya 
(Putri & Septriana, 2020).  Fenomena yang terjadi saat ini terhadap tingkat perilaku 





penerimaan realisasi pajak yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Dari data yang diperoleh di KPP Pratama Bulukumba menunjukkan 
bahwa penerimaan pajak di tahun 2017 hanya mencapai Rp. 250,037,502,072 dari 
target yang ditetapkan sebesar Rp 322,272,807,035, kemudian di tahun 2018 jumlah 
pajak yang diterima sebesar 241,378,121,817 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 
312,300,375,000 dan tahun 2019 penerimaan pajak yang diterima sebesar Rp. 
263,560,458, 424 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 324,113,023,000. 
Melihat hal tersebut penerimaan pajak di KPP Pratama Bulukumba belum mampu 
mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena rendahnya kepatyhan wajib 
pajak masih kurang. Padahal jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar 
seharusnya penerrimaan pajak jauh lebih besar akan diterima jika wajib pajak patuh 
terhadap pembayaran pajaknya.  
     Tabel 1.2  
Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak, Melaporkan SPT 
dan Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak 
Tahun Jumlah wajib pajak yang 
terdaftar sebagai wajib 
pajak 
Jumlah wajib pajak 
yang melaporkan 
SPT 
Jumlah wajib pajak 
yang membayar 
pajak  
2017 86,742 Jiwa 34,776 Jiwa 10,492 Jiwa 
2018 96,852 Jiwa 39,535 Jiwa 13,379 Jiwa 
2019 109,207 Jiwa 43,511 Jiwa 16,928 Jiwa 





Terlihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah yang terdaftar sebagai 
wajib pajak sangat banyak namun yang berhasil membayar hanya sedikit dari wajib 
pajak yang terdaftar, bahkan wajib pajak yang hanya melaporkan SPT juga rendah.  
Kurangnya penerimaan pajak yang diterima salah satunya disebabkan oleh 
kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Patuh terhadap pembayaran pajak 
merupakan bagian dari ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Sebagai 
warga negara yang baik seharusnya wajib pajak mematuhi aturan dan kebijakan yang 
diterapkan pemerintah. Jika seperti ini pemerintah tidak terlalu kesusahan dalam 
membiayai pembangunan negara. Jika wajib pajak patuh terhadap pembayaran pajak 
pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman di negara lain guna menutupi 
pengeluaran negara.  Pemerintah telah memberikan amanah kepada wajib pajak untuk 
sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebagaimana yang tertera pada 
surat An-nisa’a ayat 59 yang berbunyi: 
   
َال َي َ ا َأ يُّه  َا َف إِنأ َۖ َِمنأُكمأ ِر َاْلأ مأ أُوِلي َو  ُسول  َالر  أ ِطيعُوا َو  ََّللا   َأ ِطيعُوا نُوا َآم  ِذين 
ِمَ الأي وأ َو  ِ َبِاَّلل  ِمنُون  َتُؤأ َُكنأتُمأ َإِنأ ُسوِل الر  َو  ِ ََّللا  َإِل ى َف ُردُّوهُ ٍء َش يأ َفِي تُمأ عأ ت ن از 
س ُنَت أأِويًلَ أ حأ يأٌرَو  َخ  ِلك 
ِخِرََۚذ َٰ  {59}َاْلأ
Terjemahan: 
“Hai orang-orang yang beriman, taaatilah Allah dan taatlah Rasul (Nya), dan ulil 
amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka 





benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. Annisa’a: 59). 
 
Makna dari ayat tersebut dalam Tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Imam Al-
Mahalli dan Imam As-Suyuthi dijelaskan bahwa: 
“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (Pemegang kekuasaan),”. Yaitu pemimpin- pemimpin, 
“Di antara Kamu,” ketika mereka mmerintahkan kalian untuk taat kepada Allah dan 
Rasul-Nay. “kemudian, jika kamu berbeda pendapat,” berselisih, “tentang sesuatu, 
maka kembalikanlah kepada Allah,” kitab-Nya, Al-Qur’an, “dan Rasul,” semasa 
beliau hidup, dan kembali kepada Sunnah beliau setelah beliau tiada. Maksudnya, 
carilah petunjuk Al-Qur’an dan sunnahterkait perkara yang kalian prselisihkan, “kila 
kamu berimankepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu,” yaitu kembali 
kepada Allah dan Rasul-Nya (Al-Qur’an dan Sunnah), “lebih utama bagimu,” dari 
para berselisih dan berkata berdasarkan pendapat. “dan kami lebih baik akibatnya,” 
tempat kemblinya. (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, 2018) 
 
Kepada kaum mukmin, bahwa setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, maka 
setelah itu haruslah taat kepada para pemimpin yang adil. Dalam riwayat sejarah 
disebutkan, Rasul SAW ketika hendak berangkat menuju perang Tabuk beliau 
melantik Imam Ali AS sebagai penggantinya di Madinah, beliau berkata “Wahai Ali 
Engkau disisiku, seperti Harum untuk Musa”. Selanjutnya ayat ini turun kemudian 
masyarakat diperintahkan untuk menaatinya. Taat kepada pemimpin artinya harus 
mematuhi aturan pemimpin seperti pemerintah yang mengatur Negara Republik 
Indonesia, jadi kita sebagai warga negara Indonesia seperti yang terkandung dalam 
surat Annisa’a ayat 59 maka wajib hukumnya menaati  aturan yang dibuat pemerintah 
termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak, sebagai warga negara yang 
tunduk terhadap aturan pemerintah kita harus menaati dan patuh (Arisandi, 2017). 





kesadaran dan pengetahuan wajib pajak sangat berperan dalam meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak.   
Umumnya wajib pajak akan cenderung mengarah kepada tindakan menghidar dari 
pembayaran pajak, kerena wajib pajak merasa terbebani dengan hal itu. 
Kecenderungan ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pemahaman wajib pajak 
mengenai apa itu pajak dan masih sangat kurangya dan rendahnya kesadaran wajib 
pajak untuk membayar pajak (Rusmawati & Wardani, 2015). Salah satu kendala 
utama perpajakan adalah minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai hak dan 
kewajibannya sebagai wajib pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk 
diketahui oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan 
seseorang (wajib pajak) dalam mengetahui seluruh aturan perpajakan baik mengenai 
tarif, waktu pembayaran dan pelaporan, serta hal lainnya sesuai dengan undang-
undang yang berlaku (Tanjung, 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem yang 
digunakan pemerintah sangat menuntut kesadaran dan pemahaman wajib pajak. 
Sistem yang digunakan pemerintah beralih dari official assessment system menjadi 
self –assessment system. Sistem ini dituntut kemandirian dan pengetahuan serta 
kesadaran wajib pajak mulai dari menghitung, menyetor, mengisi dan melaporkan 
pajaknya sindiri. Dalam mengihitung pajak yang dibebankan oleh wajib pajak 
tentunya diperlukan pemahaman tentang pajak. Maka dari itu, wajib pajak harus 
dapat meningkatkan pemahaman terhadap pajak itu sendiri, karena dengan hal 
tersebut wajib pajak akan patuh untuk membayar pajaknya (Raharjo, Majidah, 





untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun 
material dari peraturan perpajakan, yang tujuan utamanya tentunya untuk 
meningkatkan kepatuhan pajak seorang wajib pajak. Ketika wajib pajak memahami 
pajak maka wajib pajak akan menjadi wajib pajak yang patuh dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya (Satria, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asfa 
& Meiranto (2017), Kemala (2015) menemukan hasil bahwa tax knowlwdge 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hal yang berbeda 
ditemukan oleh Damajanti (2015), Fitrianingsih dkk. (2018) bahwa tax knowledge 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain tax knowledge sikap 
rasionalitas yang dimiliki oleh wajib pajak dinggap berperan penting dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
Sikap rasional dalam konteks perpajakan, merupakan suatu sikap yang dimiliki 
oleh wajib pajak atas pertimbangan untung dan ruginya memenuhi kewajiban 
pajaknya, yang ditunjukkan dengan pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan 
apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila 
membayar dan tidak membayar  pajak (Marpuang, 2016). Seseorang akan mengambil 
keputusan untuk melakukan sesuatu pasti melalui pertimbangan untung dan ruginya, 
seperti halnya wajib pajak. Wajib pajak akan melakukan pertimbangan mengenai 
untung dan ruginya ketika mereka membayar pajak atau patuh dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya. Apabila wajib pajak melakukan pertimbangan dan memutuskan 
untuk tidak membayar pajak maka, yang tentunya akan menimbulkan kerugian bagi 





wajib pajak tentuh lebih memilih untuk patuh dalam membayar pajak karena 
pertimbangan tersebut. Apabila sikap rasional wajib pajak lebih mementingkan 
keuangan dan kepentingan diri sendiri bertambah, maka wajib pajak tidak akan patuh 
dalam memenuhi kewajiban pajaknya, begitu puala sebaliknya, jikalau wajib pajak 
tidak mementingkan dan tidak perthitungan dalam keuangan dan lebih 
mementingakan kepentingan umum, maka wajib pajak tentunya akan patuh dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya (Swandewi dkk., 2017). Penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh (Fitriyanti dkk. (2018) memperoleh hasil bahwa attitude rasionality 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil yang berbeda 
ditemukan oleh Nur & Mulyani (2020) bahwa attitude rasionalitiy tidak 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.  Hal yang tidak dapat dipisahkan dari diri 
seorang wajib pajak yakni religiusitas yang tertanam pada diri masing-masing wajib 
pajak. 
Religiusitas merupakan tingkat keterikatan seseorang terhadap agama yang di 
anut masing-masing individu Ermawati dan Afifi (2018). Semua agama di dunia ini 
memberikan petunjuk yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan 
untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Salah satu 
perilaku yang baik adalah dengan mematuhi aturan dan kebijakan pemerintah yang 
diterapkan dalam suatu negara.  Bagi seseorang yang memiliki pengetahuan agama 
yang banyak, keyakinan terhadap agamanya akan menciptakan seseorang yang 
bereligius. Jadi tingkat religiusitas seseorang ini berusaha mendorong seseorang 





memiliki tingkat pemahaman mengenai keagamaan atau dalam hal ini sisi religius 
sesorang baik akan meniciptakan sikap yang jujur, patuh dan adil dalam mengambi 
sikap, dengan sikap seperti itu tentunya ia akan patuh, adil dan bersikap jujur dalam 
menjalankan kehidupannya. Begitu juga ketika wajib pajak yang memiliki religiusitas 
yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.  Sikap religius 
yang tertanam dalam hati seseorang tentunya ia akan selalu merasa diawasi oleh 
Allah SWT sehingga selalu merasa takut untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh 
Allah SWT. Sikap yang selalu merasa diawasi akan menciptakan benteng dalam 
dirinya untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama dan Tuhannya. Salah 
satu perintah Allah adalah dengan mematuhi perintah Ulil amri atau sekarang disebut 
sebagai pemerintah. Aturan pemerintah harus dipatuhi selama aturannya tidak 
melanggar ajaran agama. Salah satu aturan pemerintah adalah mewajibkan 
masyarkatnya bagi yang sudah masuk dalam kategori wajib pajak untuk membantu 
pembangunan negara dengan cara membayar pajak, gunanya membantu 
perekonomian negara dan pembangunan, seperti pembangunan fasilitas umum, yaitu 
rumah sakit, sekolah dan lain-lain. Kewajiban tersebut merupakan aturan dari 
pemerintah untuk membantu perekonomian negara. Seseorang yang memiliki sikap 
religiusitas tentunya paham akan hal tersebut, yaitu untuk membantu negara dalam 
mengatasi masalah perekonomian negara dan hal tersebut tidaklah salah dalam 
agama. Seseorang yang bereligius tentunya akan patuh terhadap kewajibannya 





Penelitian ini berfokus pada wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP) Pratama Bulukumba. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 
sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel religiusitas sebagai variabel 
moderating. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang bervariasi atau 
ditemukannya research geep terhadap penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian 
diatas maka peneliti ingin menguji kembali pengaruh tax knowledge dan attitude 
rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel 
moderating (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut: 
1. Apakah tax knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak? 
2. Apakah attitude rasionality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak? 
3. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara tax knowledge dengan 
kepatuhan wajib pajak? 
4. Apakah religiusitas memoderasi hubungan antara attitude rasionality dengan 
kepatuhan wajib pajak? 
C. Hipotesis  
Bedasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 





1. Tax Knowledge terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Tax knowledge atau biasa disebut pengetahuan perpajakan digunakan oleh 
wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak 
yang disetorkannya (Khasanah, 2014). Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib 
pajak cenderung akan melakukan tindakan patuh dan taaat terhadap sesuatu. Hal 
ini karena dengan pengetahuan yang dimiliki maka wajib pajak akan mengerti 
tindakan yang dilakukannya ini akan menguntungkan bagi dirinya dan pihak lain. 
Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak juga akan memudahkannya untuk 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak akan terhindar 
sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam 
melakukan pembayaran pajak. Wajib pajak dengan pengetahuan yang baik tentu 
akan memberikaan dorongan yang baik untuk patuh terhadap wajib pajak 
dibandingkan dengan wajib pajak yang kurang pengetahuaannya terhadap 
perpajakan. Pengetahuan perpajakan akan memberikan dampak positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu yang menggambarkan 
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
diperlihatkan oleh hasil penelitian Saladin, Batubara & Iskandar (2017) begitupun 
dengan penelitian Dewi & Ginanjar (2016) menemukan hasil yang sama. 
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang akan diuji dalam 





H1: Tax Knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak.    
2. Attitude Rasionality terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Attitude rasionality adalah sikap seseorang yang selalu mempertimbangkan 
untung dan ruginya dalam melakukan sesuatu. Salah satunya adalah 
pertimbangannya terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan 
pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban 
pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar 
pajak (Hadi, 2004). Apabila sikap rasional wajib pajak yang lebih mementingkan 
keuangannya dan kepentingan pribadinya, maka kemungkinan wajib pajak 
tersebut akan patuh terhadap pembayaran pajak. Wajib pajak akan melakukan 
berbagai cara untuk menekan seminimal mungkin untuk mengeluarkan biaya 
ketika wajib pajak lebih mementingkan keuangannya. Ketika penerapan peraturan 
pajak yang tegas dan sanksi yang berat akan diberikan kepada wajib pajak yang 
tidak patuh dalam pembayaran pajak akan membuat wajib pajak tersebut rajin 
membayar pajaknya, karena kekhawatirannya terhadap sanksi yang akan 
diberikan dan mempertimbangkan kembali keuangannya yang jauh akan lebih 
besar ia keluarkan ketika tidak patuh dalam membayar pajaknya. Hal ini berkaitan 
dengan behavioral beliefs dalam theory of planned behavior dimana keyakinan 
seseorang dari suatu sikap atau tingkah laku. Apabila wajib pajak tidak membayar 
pajak ia akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi yang akan 





terrhadap pembayarn pajak. Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan attitude 
rasionality berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak adalah Santi & 
Zulaikha (2012) begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. 
(2017) menemukan hasil yang sama. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 
kedua yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
H2: Attitude rasionality berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
3.  Religiusitas sebagai pemoderasi pada pengaruh Tax Knowledge terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap pajak itu sendiri 
tentunya akan membantu dan memudahkannya dalam melakukan pembayaran 
pajak. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam pembayaran pajak. 
Berbeda dengan wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang rendah terhadap 
pajak, wajib pajak akan merasa kebingungan dengan peraturan perpajakan dan 
mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah pajaknya yang harus dibayar, 
apalagi sistem pajak yang digunakan sekarang menuntut wajib pajak untuk 
bersikap mandiri. Wajib pajak harus menghitung sendiri jumlah pajaknya dan 
menyetorkan jumlah pajak yang dikenakannya. Jika pengetahuan wajib pajak 
rendah terhadap pajak akan menyebabkan masyarakat untuk tidak patuh dalam 
pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki sikap religiositas yang baik 
cenderung dapat memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk patuh terhadap 





Wajib pajak yang memiliki religius dalam dirinya tentu akan bersikap taat 
terhadap agama. Salah satunya adalah dengan menaati perintah Allah SWT untuk 
mematuhi perintah ulil amri yang tidak lain adalah pemerintah. Wajib pajak yang 
berahlak baik tentunya akan mematuhi peraturan pemerintah yang terlebih lagi 
untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dalam hal taat terhadap pembayaran pajak. 
Wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan pentingnya pembayaran pajak 
dalam menyonsong pembiayaan negara ditambah dengan sikap religiosity yang 
dimiliki oleh wajib pajak akan membuatnya patuh dalam pembayaran pajak.  
Wajib pajak yang didalam dirinya menanamkan sikap religiositas cenderung 
meyakini kebenaran bedasarkan pikiran (logis), wahyu, dan fitrah manusia tanpa 
sedikitpun terdapat keraguan didalamya (Bulutoding, 2017).  Pemikiran yang 
logis dan fitra atau suci tentunya akan besikap taat dan memerhatikan dampak 
dari sikap yang dijalaninya, salah satunya kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan 
rakyat akan terjadi jika pendukungnya juga terpenuhi, yaitu dana untuk 
membangun fasilitas umum yang tidak lain didapat dari sumber pendapatan pajak 
yang dipungut oleh wajib pajak. Dengan sikap religious dan pengetahuan yang 
dimiliki oleh wajib pajak akan mendorong untuk patuh terhadap pembayaran 
pajak. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga yang akan 
diuji dalam penelitian ini adalaha sebagai berikut: 
H3: Religiusitas memoderasi hubungan antara tax knowledge dengan kepatuhan 





4. Religiusitas sebagai Pemoderasi pada pengaruh Attitude Rasionality 
dengan Kepatuhan Wajib Pajak 
Sikap wajib pajak yang mementingkan untung dan ruginya dalam melakukan 
kewajibannya sebagai wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Artinya wajib pajak akan melakukan sikap tidak taat terhadap kewajibannya 
sebagai wajib pajak ketika wajib pajak merasa tidak diuntungkan dengan hal 
tersebut. Wajib pajak akan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi, seperti 
jumlah biaya yang akan dikeluarkan jika sanksi yang akan deberikan kepada 
wajib pajak yang sering terlambat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, 
jika sanksi yang diberikan oleh wajib pajak ringan dan baiaya yang didendakan 
hanya sedikit dibanding jika melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak akan 
lebih memilih untuk tidak patuh, tetapi ketika sanksi wajib pajak yang diberikan 
kepada wajib pajak berat dan wajib pajak merasa terbebani terhadap hal tersebut 
serta biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak lebih banyak lagi dibanding 
ketika wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya maka wajib pajak 
tersebut akan patuh terhadap kewajibaannya membayar pajak. Wajib pajak akan 
bersikap patuh ketika hal tersebut dapat menguntungkannya. Dengan sikap 
religius yang dimiliki wajib pajak akan mempengaruhi sikap rasional wajib pajak. 
Keimanan yang dimiliki oleh wajib pajak membuatnya takut untuk melanggar 
peraturan karena merasa takut kepada sang pencipta. Dimana wajib pajak selalu 
merasa diawasi oleh Allah SWT terhadap tindakan yang dilakukannya sehingga 





sikapanya untuk patuh dalam membayar pajak (Bulutoding et all, 2018).  Sikap 
religius yang dimiliki wajib pajak akan membentuk sikap yang taat dan patuh dan 
hal ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Perbuatan spiritual dan 
jasmani yang dimiliki oleh wajib pajak akan mendatangkan manfaat bagi dirinya 
dan lingkungannya (Bulutoding et all, 2020). Rasa takut kepada sang pencipta 
dan sanksi yang akan diberikan oleh wajib pajak yang tidak patuh tentunya hal ini 
akan mendorongnya bersikap taat. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan 
hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
H4: Religiusitas memoderasi hubungan antara attitude rasionality dengan 
kepatuhan wajib pajak. 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Variabel Independen 
Menurut Siregar (2013) Variabel independen atau biasa disebut sebagai 
variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau merubah/memengaruhi 
variabel lain (variabel dependen). Variabel ini jug sering disebut variable bebas, 
predictor, stimulus, eksogen atau antecendent. Variabel independen yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tax knowledge dan attitude rasionality. 
a. Tax Knowledge 
Tax knowledge adalah pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak 
terhadap pajak itu sendiri. Pengetahuan tersebut akan digunakan untuk 
memudahkannya dalam melakukan sesuatu, salah satunya dalam menjalankan 





tentunya kita harus tahu apa yang akan kita kerjakan agar pekerjaan tersebut 
mudah dan tidak mengalami kesalahan dalam mengerjakannya. Seperti dalam 
perpajakan dimana wajib pajak harus mengetahui ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan, mengenal kewajiban wajib pajak seperti mendaftarkan diri 
sebagi wajib pajak, menghitung pajak yang terutang, membayar pajak, dan 
juga melaporkan surat pemberitahuan SPT serta batas-batas pembayaran dan 
pelaporan yang sudah ditentukan sesuai ketentuan undang-undang perpajakan 
(Prakoso, Wicaksono, & Iswono, 2019). Hal hal seperti itu sangat dibutuhkan 
pengetahuan dan pemahaman wajib pajak untuk memudahkannya dalam 
melakukan kewajibanyya sebagai wajib pajak.  
     Tabel 1.3 
       Operasional Variabel Tax Knowledge 
Variabel Indikator Skala 
Tax 
knowledge 
1. Pengetahuan mengenai ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan 
Skala likert 1-4 
2. Pengetahuan menngenai fungsi 
perpajakan 
Skala likert 1-4 
3. Pengetahuan mengenai sistem 
perpajakan di Indonesia  
Skla likert 1-4 
Sumber: Rahayu 2010 
 
b. Attitude Rasionality 
Attitude rasionality dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak 





pajak, hal ini ditunjukan dengan penilaiannya terhadap keuangan apabila 
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan resiko yang akan timbul 
apabila membayar dan tidak membayar pajak (Siat & Toly, 2013). 
        Table 1.4 
          Operasional Variabel Attitude Rasionality 
Variabel Indokator Skala 
Attitude 
Rasionality 
1. Merasa untung apabila membayar 
pajak 
Skala likert 1-4 
2. Membayar pajak merupakan tindakan 
yang baik dilakukan sebagai warga 
negara 
Skala likert 1-4 
3. Merasa bila tidak membayar pajak 
beresiko ketahuan oleh instansi/kantor 
pajak 
Skala likert 1-4 
4. Merasa aman setelah membayar pajak  Skala likert 1-4 
Sumber:  Mipraningsih & Suryandari (2016) 
 
2. Variabel Dependen 
Menurut Siregar (2013) Variabel Dependen atau variabel terikat adalah 
variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel lain 
(variabel bebas). Variabel ini juga sering disebut variabel terikat, variabel respon 
atau endogen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 





wajib pajak taat dan patuh dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 
melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan 
diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan 
menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Prakoso, Wicaksono, & Iswono, 
2019) 
 Tabel 1.5 
             Operasional Variabel Kepatuhan Wajib Pajak 
Variabel Indicator Skala 
Kepatuhan 
wajib pajak 
1. Kepatuhan wajib pajak dalam 
mendaftarkan diri 
Skala likert 1-4 
2. Kepatuhan untuk menyetorkan 
kembali surat pemeberitahuan  
Skala likert 1-4 
3. Kepatuhan dalam menghitung, 
memperhitungkan dan membayar 
pajak terutang  
Skala likert 1-4 
4. Kepatuhan dalam pelaporan dan 
pembayaran tunggakan   
Skala likert 1-4 
Sumber : Nasucha dalam Kurnia (2010) 
 
3. Variabel Moderasi 
Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah 
hubungan antara variabel bebas (Independen) dengan variabel terikat (Dependen). 
Variabel moderasi yang digunakan pada penelitian ini adalah religiusitas. 
Religiusitas adalah tingkat keterikatan seseorang terhadap agama dalam diri setiap 





mempertimbangkan sisi keagamaanya. Agama yang melekat dalam setiap pribadi 
akan membuat orang tersebut taat dan patuh terhadap sesuatu, baik itu agama 
yang di anutnya, aturan dan sikap yang jujur.  
Tabel 1.6 
             Operasional Variabel Religiusitas  
Variabel Indicator Skala 
Religiusitas  1. Agama penting dalam kehidupan 
sehari-hari  
Skala likert 1-4 
2. Meyakini bahwa perilaku jujur 
dalam melakukan pencatatan dan 
pembukuan dalam perpajakan 
adalah hal yang dibenarkan dalam 
agama  
Skala likert 1-4 
3. Membayar pajak merupakan 
bentuk kesyukuran terhadap Allah 
SWT 
Skala likert 1-4 
4. Keyakinan bahwa Allah selalu 
melihat segala perilaku manusia  
Skala likert 1-4 
Sumber: Wati & Eka (2016): Bulutoding et al., (2020) 
 
E. Kajian pustaka/penelitian terdahulu 
Terdapat beberapa penelitian yang digunakan penulis sebagai referensi 
sebagaimana dapat dilihat pada table 1.7 







        Tabel 1.7 
                   Penelitian Terdahulu  
No  Nama Peneliti Judul Hasil 







pajak orang pribadi 
di KPP Pratama 
Lubuk Pakam 
Hasil penelitian menunjukkan 
Kesadaran wajib pajak 
berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Tax knowledge berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak dan Sanksi pajak 
berpengaruh positif terhadap 
wajib pajak. 
2 Luh rahajeng 
kusuma dewi, Ni 












kasus pada wajib 
pajak orang pribadi 
(WPOP) yang 
terdaftar di KPP 
Pratama Singaraja) 
Hasil penelitian menunjukkan 
Sikap rasional berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
Lingkungan wajib pajak 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak. 
Preferensi resiko memoderasi 
(memperkuat) hubungan sikap 
rasional terhadap kepatuhan 
wajib pajak. Preferensi risiko 
memoderasi (memperkuat) 
hubungan lingkungan wajib 
















pajak orang pribadi 
yang dimoderasi 
oleh religiutas 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa: pengetahuan 
perpajakan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Layanan otoritas pajak 
tidak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Religiusitas tidak 
berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. Religiusitas tidak 
dapat memoderasi pengaruh 
pengetahuan perpajakan 
terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. 
Religiusitas tidak dapat 
memoderasi pengaruh layanan 
otoritas pajak terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi. 









pajak orang pribadi 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa religiusitas memiliki 
pengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi beragama Kristen 





5 Siti Annisa Nur 












Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tingkat pelayana viskus, 
preferensi resiko dan 
pemahaman peraturan pajak 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Sikap 
rasional tiak berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak .modernisasi 
preferensi resiko sebagai 
variabel moderating terhadap 
sikap rasional, pelayanan 
fiskus dan pemahaman 
peraturan perpajakan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak. 
 
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui pengaruh tax knowledge terhadap kepatuhan wajib pajak. 






c. Untuk mengetahui religiusitas memoderasi hubungan antara tax knowledge 
dengan kepatuhan wajib pajak  
d. Untuk mengetahui religiusitas memoderasi hubungan antara attitude 
rasionlaity dengan kepatuhan wajib pajak  
2. Manfaat penelitian  
Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, maka manfaat penelitian 
yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangsi pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada 
sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan mampu 
menyempurnakan Teory of planned behavior (TPB) atau perilaku yang 
direncanakan yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1988) yang merupakan 
pengembangan dari Theory of reasoned action (TRA). Teori ini menyatakan 
bahwa sesuatu yang dilakukuan oleh seseorang berdasarkan niat dari pelaku 
sendiri. Pelaku tersebut bertindak dengan sikap rasional yang 
mempertimbangkan untung dan ruginya, artinya seseorang akan bertindak 
dengan niat untuk mendapatkan keuntungan terhadap apa yang akan 
dilakukannya. Wajib pajak yang patuh tentunya melakukan sikap yang telah 
diniatkan untuk bersikap patuh, wajib pajak yang patuh artinya wajib pajak 
tidak melanggar peraturan perpajakan yang membuatnya terhindar dari sanksi 
yang akan diterima oleh pelaku pajak yang tidak patuh. Selanjutnya adalah 





kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Teori yang 
dikemukakan oleh Fritz Heider (1958) ini menyatakan bahwa kekuatan 
internal berasal dari kemampuan dan usaha sesorang. Pemahaman yang 
dimiliki sesorang adalah salah satu dari kemampaun seseorang dalam 
melakukan sesuatu dalam menciptakan sebuah sikap.  
b. Manfaat Praktis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk kontribusi dalam 
usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Adapun juga sebagai solusi 
dalam persoalan perpajakan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai salah satu acuan dalam membuat perencanaan pajak yang lebih baik 
dan sosialisasi perpajakan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan pajak 
yang dihadapi.  
c. Manfaat regulasi dalam penelitian ini terhusus bagi Direktorat Jenderal Pajak, 
hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menetapkan kebijakan-
kebijakan yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memberikan 
masukan bagi pihak pelayanan dan konsultasi pajak dalam memberikan 
gambaran mengenai pengetahuan yang dimilik oleh wajib pajak terhadap 
pajak dan sikap rasionalitas yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan 









         TINJAUAN PUSTAKA 
A. Theory of Planned Behavior (TPB) 
Teory of planned behavior (TPB) atau perilaku yang direncanakan dikembangkan 
oleh Icek Ajzen (1988) yang merupakan pengembangan dari Theory of reasoned 
action (TRA). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena seseorang 
memiliki keinginan atau niat yang ingin dilakukannya. Teori ini juga menjelaskan 
bahwa seseorang akan melakukan apa saja yang dapat menguntungkan dirinya sendiri 
(Nur & Mulyani, 2020). Dikatakan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh 
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sikap, norma subyektif serta control 
perilaku yang dipresepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang akan muncul 
karena adanya niat untuk melakukan sesuatu atau berperilaku. Sedangkan munculnya 
niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Ajzen, 1991) yaitu: 
1. Behafioral Beliefes merupakan keyakinan seseorang akan hasil dari suatu 
perilaku dan eveluasi atas hasil tersebut.  
2. Normative beliefes merupakan keyakinan tentang harapan normastif orang 
lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut 
3. Control Beliefes merupakan keyakinan tentang keberadaan akan hal-hal uang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan 






Behafioral beliefes yang keyakinan seseorang terhadap hasil dari sutau 
perilaku mencermingkan sikap attitude rasionality yang mempertimbangkan untung 
dan ruginya ketika melakukan sesuatu. Seseorang dalam bertindak atau melakukan 
sesuatu pasti berkeyakinan untuk mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya. 
Karena dari keyakinan tersebut seseorang akan memutuskan untuk melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Seperti wajib pajak yang patuh terhadap 
kewajibannya. Wajib pajak akan bersikap patuh Karena keyakinannya akan 
mendapatkan hasil yang baik, seperti halnya tidak mendapatkan sanksi berupa sanksi 
adminitrasi, artinya wajib pajak bersikap rasional yang mempertimbangakn untung 
dan ruginnya ketika patuh dalam pembayaran pajak.  
B. Teori Atribusi (Attribution Theory) 
Teori atribusi pertama kali dikembangkan oleh Fritz Heider (1958). Menurut 
Mindarti, Hardiningsih, & Oktaviani (2016) beragumentasi bahwa teori atribusi 
adalah perilaku seseorang yang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal 
yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti kemampuan atau 
usaha yang dilakukannya. Kekuatan eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari 
luar pribadi seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Teori 
atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Apakah 
perilaku itu disebabkan oleh faktor internal misalnya sifat, karakter dan sikap atau 
disebabkan oleh faktor eksternal situasi atau keadaan tertentu yang memaksa 





diartikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab 
dari perilaku orang lain atau dari dalam dirinya sendiri. 
Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tentang 
peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi 
persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan perilaku kepatuhan wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Purnaditya & Rohman, 2015). 
Masyarakat yang paham tentang perpajakan berarti wajib pajak mau membayar pajak 
karena merasa tidak adanya kerugian dalam pemungutan pajak yang dilakukan dan 
tidak terdapat paksaan. Namun, pemahaman terhadap perpajakan seringkali diartikan 
salah oleh masyarakat, karena masyarakat merasa terbebani dengan adanya 
pengeluaran tambahan dalam hal membayar pajak. 
C. Pajak 
1. Definisi pajak 
Menurut Soemitro, (1992) dalam Ariyanti, Chikmawati, & Evita (2017) pajak 
adalah peralihan kekayaan dari sector swasta ke sektor publik berdasarkan 
undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan 
(tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk 
membiayai pengeluaran umum dan yang digunkana sebagai alat pendorong, 
penghambat dan pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang 
keuangan negara. Sedangkan Menurut Prof. Dr, Rochmat SOemitro, SH dalam 
Mardiasmo (2011) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 





membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mndapat 
jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dengan digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”.  
Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran 
rakyat.” 
Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 
unsur-unsur, seperti iuran dari rakyat kepada negara dan bersifat memaksa, 
dipungut berdasarkan undan-gundang, tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang 
langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak dan digunakan untuk membiayai 
rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat untuk 
kemakmuran rakyat.  
Menurut Ning (2007) Peranan pajak dalam  pembangunan nasional sangat 
dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan  secara langsung maupun tidak 
langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat  yang dirasakan dari pajak adalah 
fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi,  fasilitas kesehatan, sarana dan 
prasarana umum lainnya. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, pajak adalah suatu 
kewajiban yang bersifat memaksa orang pribadi atau badan untuk memberikan  





diberlakukan oleh Negara dan hanya digunakan untuk menutupi  pengeluaran 
umum Negara. 
2. Fungsi Pajak 
Peranan pajak sagat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak sebagai salah 
satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara khususnya pengeluaran untuk pelaksanaan pembangunan.  Berdasarkan 
hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut 
(Jamaluddin, 2011): 
a. Fungsi anggaran (Budgetair) 
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi dalam mendanai 
pengeluaran-pengeluaran negara. Negara dalam menjalankan tugas-tugas 
rutinnya dan melaksanakan pembangunan, tentunya membutuhkna biaya yang 
tidak sedikit. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Sekarang ini 
penerimaan pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, 
belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya. Sedangkan biaya umtuk 
pembangunan, dikeluarkan dari tanfbungan pemerintah, dimanna diperoleh 
dari penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Oleh karena itu, 
tabungan pemerintah dari tahun ketahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan 
pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat, yang manan penerimaan 







b. Fungsi mengatur (regulerend) 
Negara dalam mensejahterakan rakyatnya, dapat dilakukan melalui upaya 
pememrintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanan 
pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan dalam menunjang 
tercapainya suatu tujuan negara, yaitu mensejahterakan rakyat. Salah satu 
Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal baik modal dalam 
negeri maupun luar negeri.  
c. Fungsi stabilitas  
Dengan adanya penerimaan pajak, pemerintah dapat menekan stabilitas 
harga sehingga sehingga inflasi dapat dikendaliakan, artinya pemerintah dapat 
melakukan sutu kebijakan dalam menekan terjadinya inflasi dari dana yang 
diperoleh dari penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah 
dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, dan 
penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 
d. Fungsi redistribusi pendapatan. 
Penerimaan pajak yang sudah dipungut dari wajib pajak akan digunakan 
untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai 
pembangunan, dari pembangunan tersebut dapat menciptkan lowongan 
pekerjaan. Dimana kesempatan kerja akan tercipta ketika melakukan kegiatan 
pembangunan yang mana dalam hal ini akan memberikan pekerjaan bagi 
maysarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.  





Menurut Mardiasmo (2013) dalam Adziem, Jamaluddin, & Murnianti (2018) 
pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongannya, menurut 
sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya: 
a. Menurut golongannya 
Pajak berdasarkan golongan dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Pajak langsung (direct tax) 
Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
Contohnya seperti pajak penghasilan (PPh) 
2. Pajak tidak langsung (indirect tax) 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya seperti pajak pertambahan 
nilai (PPN). 
b. Menurut sifatnya 
Pajak berdasarkan sifatnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 
1. Pajak subjektif 
Pajak subketif yaitu pajak yang bedasarkan pada subjeknya, artinya 
memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya seperti pajak 
pengahasilan. 





Pajak objektif yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa 
memrhatikan keadaan dari diri wajib pajak. Contohnya seperti pajak 
pertambahan nilai. 
c. Menurut lembaga pemungutannya. 
Pajak berdasarkan lembaga pemunguannya dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu: 
1. Pajak pusat  
Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat kepada 
wajib pajak dan digunakan untuk membiayai penegluaran negara. 
Contohnya seperti Contohnya seperti, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 
2. Pajak Daerah 
Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan 
digunkan untuk membiayai rumah penegluaran atau belanja daerah. 
Contohnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 
4. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak  
UU KUP mengakomodir kewajiban dan hak wajib pajak guna memberikan 
keadilan dalam perpajakan. Beberapa kewajiban wajib pajak dan hak wajib pajak, 
sebagai berikut (Ariyanti, Chikmawati, & Evita, 2017): 





a. mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang rauang 
lingkup kerjanya meliputi tempat tinggal wajib pajak sehingga wajib 
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
b. wajib pajak yang memiliki usaha wajib melaporkan uahanya di Kantor 
Direktorat Jenderal Pajak agar diberikan Nomor pengukuhan pengusaha 
kena pajak (NPPKP) 
c. setiap wajib pajak wajib memperlihatkan pembukuan atau pencatatan-
pencatatan maupun data-data yang dioerlukan oleh pemeriksa pajak 
d. pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ditempat yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. 
Beberapa hak wajib pajak, sebagai berikut (Ariyanti, Chikmawati, & Evita, 
2017): 
a. mengajukan surat keberatan dan banding  
b. mengajukan surat peninjauan kembali jika terdapat hal-hal yang tidak 
sesuai 
c. meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
d. melakukan pengajuan permohonan uantuk dapat mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak. 
5. Pajak Berdasarkan Perspektif Islam 
Pajak dalam perspektif etimologi dalam bahasa arab disebut dengan dharibah 
yang berasal dari kata dasar dharabah, yadhribu, dharaban yang artinya: 





membebankan dan lain-lain (Munawwiw, 2002). Sedangkan dalam al-qur’an 
dharabah adalah bentuk kata kerja (fi’il) dan bentuk kata bendanya (isim) adalah 
dharibah yang artinya beban. Dharibah dalam bentuk isim mufrad (kata benda 
tunggal) dalam bentuk jamaknya ialah dharib. Ia diartiakn beban karena 
merupakan kewajibahan tambahan yang harus ditunaikan setelah pembayaran 
zakat, sehingga dalam menunaikannya akan dirasa sebagai beban (Fatarib & 
Rizmaharani, 2018). Jadi kesimpulannya bahwa dharibah dalam penggunaanya 
adalah untuk membayar harta ang dipungut sebagai kewajiban.  
Jenis-jenis sistem perpajakan dalam islam, antara lain sebagai berikut (Fatarib 
& Rizmaharani, 2018): 
1. Jizyah  
Jizyah merupakan pajak yang digunakan untuk beban yang diperoleh dari 
penduduk non muslim (ahl- dhimah), dimana penduduk tersebut berdomisili 
diwilayah islam yang digunakan sebagai biaya perlindungan yang diberikan 
kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan dalam menjalankan 
agama mereka. Hal ini dijelaskan dalam al-qur’an surat at-taubah ayat 29: 
َُ ََّللا  م  ر  َح  ا َم  ُمون  ر ِ َيُح  َل  َو  ِخِر َاْلأ ِم َبِالأي وأ َل  َو  ِ َبِاَّلل  ِمنُون  َيُؤأ ََل  َال ِذين  ق اتِلُوا
َيُعأُطواَ ت ىَٰ َح  َالأِكت اب  َأُوتُوا َال ِذين  َِمن  ِ ق  َالأح  َِدين  َي ِدينُون  َل  َو  ُسولُهُ ر  و 







“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) 
kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan 
oleh Allah adan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama 
Allah), (yaitu otang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka, sampai 
mereka membayar jizyah dengan patuh dan sedang mereka dalam keadaan tunduk” 
(QS. At-taubah: 29).  
 
Mengenai mkna dari ayat tersebut dalam tfsir Al- Jalalain yang ditulis oleh 
Iman Al- Mahali dan Iman As- Suyuti dijelaskan bahwa: 
“perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian,” 
karena jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, tentu mereka 
beriman kepada Nabi (perangi juga) “mereka yang tidak mengharamkan apa yang 
telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya,” seperti khamar, dan mereka yang telah 
beragama dengan agama yang benar agama Allah),” yakni agama yang benar dan 
menghapus agama-agama lain, yaitu agama Islam. “(yaitu orang-orang) yang telah 
diberikan kitab,” Yahudi dan Nasrani. Huruf (min) di sini untuk menjelaskan. 
“hingga mereka membayar Jizyah,” yakni pajak yang dibebankan kepada mereka 
setiap tahun, “dengan patuh,” kalimat ini sebagai jumlah haliyah, maksudnya 
dalam kondisi patuh atau dengan tangan yang tidak dibelenggu, “sedang mereka 
dalam keadaan tunduk,” yakni hinag dan tunduk pada hukum Islam.  (Al-Mahalli 
dan As-Suyuthi, 2018) 
 
 Jizyah diperuntuhkan untuk kaum non muslim, dimana jizyah ini dikenakan 
atas diri mereka bukan pada harta yang mereka miliki. Jizhiya diambil dari pria 
yang mempu membayarnya.  
2. Kharaj (pajak tanah) 
Kharaj dalam istilah berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. 
Sedangkan kharaj dalam terminology keuangan islam merupakan pajak atas tanah 
atau hasil tanah, dimana pengelolah wilayah taklukan harus membayar kepada 
negara islam. 





Ushr dalam ahli fiqh memiliki dua arti, yaitu sepersepuluh dari lahan 
pertanian yang disirami dengan air huajan dan sepersepuluh dari lahan petanian 
yang dimabil dari pedagang non muslim yang memasuki wilayah islam dengan 
membawa barang dagangan. Kebijakan ini lebih mirip dengan kebijakan bea 
cukai yang diterapkan di Indonesia.  
Pajak merupakan biaya tambahan yang harus dikeluarkan orang muslim 
setelah zakat. Pajak adalah suatu kewajiban masyarakat terhadap negaranya 
sedangkan zakat adalah suatu kewajiban bagi orang muslim untuk membagikan 
hartanya kepada orang lain yang membutuhkan, hal ini sebagai bentuk ketaatan 
orang muslim kepada sang pencipta, yaitu Allah SWT. Berangkat dari hal 
tersebut, sebagian ulama menganggap pajak tidak diperbolehkan bagi orang islam 
dengan alasan orang islam sudah memiliki kewajiban membayar zakat sehingga 
tidak perlu lagi membayar pajak. Alasan yang lainnya adalah di zaman dahulu 
pajak hanya diperuntukkan bagi orang non muslim. Tetapi ulama yang lain 
mengatakan bahwa pajak boleh dilakukan jika hal tersebut digunakan untuk 
kesejahteraan masyarakat. Masyarkat yang tinggal dalam suatu negara tentunya 
memerlukan berbagai fasilitas dalam menunjang keberlangsungan hidupnya yang 
sejahtera. Untuk mencapai hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit 
sehingga pemerintah atau ulil amri tentunya harus mempunyai alternative lain 
untuk mendapatkan masukan dana dalam membiayai hal tersebut, yang tidak lain 
adalah pajak. Masyarakat tentunya memerluka fasilitas pendidikan, kesehatan dan 





sedangakan zakat dan sedekah tidak mampu memenuhi hal tersebut. Seiring 
berkembanganya zaman kebutuhan negara juga semakin besar, sehingga pajak 
saat ini sudah seharusnya dilakuakan dengan alasan dana pemerintah tidak 
mencukupi untuk membiayai pengeluaran negara yang mana jikapengeluaran 
tersebut tidak diatasi maka akan menciptakan kemudharatan, sedangkan 
mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar itu adalah suatukewajiban, 
sebagaimana kaidah ushul fiqih mengatakan: (Al Amidi Abu Al Hasan, 1440 H): 
ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
Terjemahan: 
 “segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban 
selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib atas hukumnya” 
 
Oleh karena itu pajak hanya boleh dilakukan ketika menyangkut kemaslahatan 
masyarakat dan mencegah kemudharatan yang lebih besar (Surahman & Ilahi, 
2017). Pajak akan menjadi haram ketika hal tersebut dilakukan secara dzolim, 
tidak adil serta digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan tujaun Syariat 
yaitu untuk kemaslahatan ummat.  
Perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria (Capra, 2000) dalam 
(Ariyanti, Chikmawati, & Evita, 2017): 
1. Pajak hanya dikenakan untuk mendanai pengeluaran yang benar-benar 
diperlukan untuk merealisaskan tujuan syariat 






3. Dana pajak yang terkumpul digunakan sebagaimana yang seharusnya yang 
karenaya pajak tersebut diwajibkan.  
D. Kepatuhan wajib pajak  
Menurut Murti (2014) pengertian kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, 
tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Keputusan Menteri 
Keuangan  No. 544/KMK.04/2000, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari 
tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun 
terakhir, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah 
memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah 
dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 
jangka waktu 10 tahun terakhir, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan 
pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak dan pernah dilakukan pemeriksaan. 
Sedangkan menurut Gustina (2012) kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut 
kamus umum bahasa Indonesia, patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada 
perintah dan aturan, berdisiplin. Sedangkan kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan, 
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan adalah sebuah sikap taat 
dan patuh yang berasal dari dalam diri wajib pajak guna menjalankan tugas dan 
kewajibannya sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah bentuk dari 
ketaatan sorang wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sehingga wajib pajak 






Kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang harusnya ditangani oleh pemerintah 
dengan serius karena kepatuhan pajak adalah indikator keberhasilan dari penerimaan 
pajak. Menurut Sapriadi (2013) kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, 
karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk 
melakukan tindakan penghindaran, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Kepatuhan 
aajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah tujuan utama dari 
pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan 
wajib pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, 
diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan 
motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. 
E. Tax Knowledge 
Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana 
wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu 
untuk membayar pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non 
formal akan berdampak terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. 
Belum maksimal dan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh 
pengetahuan wajib pajak terlebih lagi setelah di terapkannya self assessement system 
yang memberikan kewenangan kepada Wajib pajak untuk menghitung dan 
melaporkan sendiri pajaknya. Hal ini tentunya akan berdapak pada kepatuhan wajib 
pajak apabila wajib pajak tidak memahamai perpajakan itu sendiri. Untuk itu wajib 





pajak, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak atau memperoleh informasi dari 
media. 
Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak terdapat beberapa indikator 
wajib pajak mengetahui dan memeahami peraturan perpajakan, yaitu: 
1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 
Ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam UU No. 
16 tahun 2009 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak 
material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur 
perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan 
meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata 
cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, 
SPT, NPWP, dan Prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak. 
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia. 
Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah self assessment system yaitu 
pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab pada 
wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak 
yang harus dibayar. 
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 
Terdapat 2 fungsi perpajakan, yaitu: 
a. Fungsi penerimaan (Budgetery) pajak berfungsi sebagai sumber dana yang 





b. Fungsi mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau 
melaksanakan kewajiban di bidang ekonomi dan sosial. 
Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak 
memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara 
perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, 
membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah 
memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada 
Kepatuhan Wajib Pajak. 
F. Attitude Rasionality 
Sikap rasional dalam perpajakan adalah pertimbangan wajib pajak atas untung 
ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, ditunjukkan dengan pertimbangan 
wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban pajaknya dan 
risiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak (Siat & Toly, 
2013). Apabila wajib pajak lebih mementingkan keuangan dan kepentingan diri 
sendiri bertambah, maka wajib pajak akan bersikap tidak patuh dalam memenuhi 
kewajiban perpajakannya.  
Pada dasarnya seseorang selalu ingin menguntungkan dirinya sendiri namun 
apabila terdapat penerapan peraturan pajak yang tidak tegas, sanksi administrasi yang 
relatif ringan dan fiskus yang sampai diajak kompromi, maka wajib pajak akan 
menganggap bahwa apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dianggap tidak 
menimbulkan risiko yang berat, maka sikap rasional wajib pajak untuk 






Religiusitas berasal dari kata Religi yang artinya agama. Religiusitas merupakan 
sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan 
kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan 
berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur 
dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini 
dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus 
dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi 
kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan 
pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan 
wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang 
tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. 
Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku 
(Mayasari, et al, 2015). Wajib pajak yang religius akan berusaha mematuhi kewajiban 
yang semestinya harus dikerjakan. Kewajiban pajak ini akan ditepati karena ajaran 
agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat 
religius yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam 
memenuhi kewajiban pajaknya.  
Religiusitas memungkinkan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan yang 
berlaku. Hal ini disebabkan karena seseorang yang memiliki religiusitas tinggi 
berusaha untuk tidak melanggar aturan yang berlaku.Wajib pajak yang memiliki 





(Cahyonowati, 2011). Bagi wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi, 
mereka akan lebih banyak memperdalam agama sehingga membentuk tingkat 
kejujuran yang tinggi. Dengan tingkat kejujuran yang tinggi ini memungkinkan wajib 
pajak untuk sadar atas kewajiban yang harus di tunaikan. Selanjutnya wajib pajak 
akan merasa tergerak hatinya untuk membayar pajak tepat waktu. Begitu juga wajib 
pajak akan melaporkan pajak tepat waktu.  Seseorang yang memiliki religiusitas yang 
tinggi akan berusaha dan berupaya menerapkan nilai-nilai agama yang dipraktekkan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
H. Rerangka Pikir 
Berdasarkan uraian di atas, maka variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, tax knowledge dan attitude 
rasionality sebagai variabel independen dan religiusitas sebagai variabel moderating. 
Adapun rerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
    Gambar 2.1 










    Tax knowledge 








   Religiusitas 












        METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitin ini menggunakan metode kuantitatif. Sugiono (2017) 
mengatakan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 
atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan intrumen penelitian, 
analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk menggambarkan 
dan menguji pada hipotesis yang telah ditetapkan. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Bulukumba. KPP Pratama Bulukumba beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin, 
Bintarore, Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 92514. Lokasi 
penelitian ini dipilih karena mudah dijangkau dan relevan dengan pokok 
permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta diharapkan data informasi 
yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan memperoleh jumlah responden yang 
banyak. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 
Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab 





statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang 
diteliti. Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 
data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum.  
C. Populasi dan Sampel 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan, untuk dapat 
dipelajari serta ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama 
Bulukumba. Untuk mengefesienkan waktu dan menghemat biaya, maka tidak semua 
wajib pajak tersebut dijadikan objek penelitian ini. Oleh karena itu, dilakukan 
pengambilan sampel. 
Sampel merupakan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi. Penelitian ini 
menggunakan teknik pengambilan sampel dengan accidental sampling. Accidental 
sampling merupakan penentuan sampel yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti 
yang dipandang cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2010). 
Pengambilan sampel dalam penelitian ini disajikan dengan meggunakan rumus 
slovin yaitu:  
RUMUS  






n : Jumlah Sampel 
N : Populasi  
e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel      
dalam penelitian ini di ambil nilai e = 10% 
perhitungan sampel: 
n =    
n =   
n =   
n = 99.96 n = 100 (dibulatkan)  
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang diambil dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Bulukumba. 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer yaitu data yang diproleh atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti 
dari sumber datanya. Data ini berupa sumber kuesioner yang berisi beberapa 
pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti mengenai tax knowledge, attitude 
rasionlity, kepatuhan wajib pajak dan religiusitas. 





Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari wajib pajak 
yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba. pengumpulan data primer dalam 
penelitian ini adalah survei langsung dengan memberikan kusioner kepada 
responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bulukumba. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data diperoleh dengan memberikan kusioner. Kusioner adalah 
beberapa pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti kepada responden untuk 
mendapatkan data empiris yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Dalam 
penelitian ini menggunakan jenis data primer atau data yang diperoleh secara 
langsung dari objek yang bersangkutan. Sumber data primer dalam penelitian ini 
diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi di wilayah Bulukumba ini berupa 
kusioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih 
dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
Kusioner. Sampel yang sudah di pilih akan di berikan kuesioner yang berisi daftar 
pertanyaan terkait variabel-variabel yang akan di teliti. Penyebaran Kusioner 
dibagikan secara langsung kepada responden dalam bentuk tertulis kepada responden. 
F. Instrumen Penelitian 
Siregar (2013) mengatakan bahwa Instrument penelitian adalah suatu alat yang 
dapat digunakan dalam memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi 
yang diperoleh dari para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur 
yang sama. Instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah adalah 





berisi pernyataan yang diberikan kepada responden untuk memperoleh informasi 
yang dibutuhkan peneliti. Pengukuran data menggunakan skala likert 1-4 Skala likert 
merupakan metode yang mengukur untuk menyatakan sikap atas setuju atau tidak 
setuju terhadap sesuatu. Skala ini menggunakan empat pilihan yaitu (1) Sangat Tidak 
Setuju/STS, (2) Tidak Setuju/TS, (3) Setuju/S, dan (4) Sangat Setuju/SS. Untuk 
analisis kuantitatif, jawaban responden diberi skor sebagai berikut :  
     Tabel 3.1 
        Penilaian Skor Pernyataan  
 
Jenis Jawaban  Skor  
Sangat Setuju (SS)  
Setuju (S)  
Tidak Setuju (TS)  






Sumber: Rahma (2017) 
 
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Uji Statistik Deskriktif 
Analisis deskriktif digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden 
serta deskriktif mengenai variabel-variabel penelitian Tax knowledge, attitude 
rasionality, kepatuhan wajib pajak dan religiositas. 





Data yang digunakan dalam penelitian perlu diuji terlebih dahulu kualitasnya. 
Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika instrument yang digunakan tidak 
memiliki keabsahan dan keandalan.  
a. Uji Validitas 
Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana intrumen pengukur 
mampu mengukur apa yang ingin di ukur. Untuk mendapatkan data yang akurat 
diperlukan uji validitas untuk mengetahui sejauh mana ketetapan dan kecermatan 
suatu alat ukur. Suatu tes atau intrumen pengukuran dapat dikatakan mempunyai 
validitas yang tinggi apabila menghasilkan data yang relevan dengan tujuan 
pengukuran serta memberikan gambaran yang cermat mengenai data tersebut. Uji 
validitas ini dilakukan dengan menggunakan korelasi bivariate pearson (pearson 
product moment). Insrumen enelitian dikatakan valid jika r hiting > r table, maka 
intrumen pernyataan dinyatakan valid (Ghozali, 2011). 
b. Uji Reliabisitas 
Uji realibilitas dilakukan untuk menguji derajat keabsahan pengukur dari 
kesalahan random dan karenanya menghasilkan bentuk yang constant, atau dengan 
kata lain dilakukan untuk melihat apakah alat ukur yang digunakan konsisten atau 
tidak. Suatu alat ukur akan dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil yang sama 
bila dipakai untuk mengukur ulang objek yang sama. Butir pernyataan yang diuji 
realibisitasnya adalah butir-butir yang lulus pengujian validitas. Koefisien nilai alpha 
yang semakin mendekati nilai 1 mempunyai arti bahwa konsistensi reabilitas internal 





3. Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi klasik yang digunakan terdapat tiga pengujian yaitu Uji Normalitas, 
Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Untuk mengetahui apakah data terestribusi normal, dalam penelitian ini 
digunakan Uji one sample Kolmogorov- Smirnov dan uji grafik. Dalam uji one 
sample kolmogrov-Smirnov, dasar pengembilan keputusan adalah berdasarkan 
probabilitas (asymptotic significance), yaitu jika p value > 0,05 maka dapat 
disimpulkan data tersebut bersdistribusi normal (Ghozali, 2011). 
b. Uji Multikolonieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji model regresi ini dilakukan 
dengan mencari nilai VIF (Varians Inflations Factor). Kriteria yang digunakan jika 
nilai VIF < 10 Tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011). 
c. Uji Heterokedastisitas 
Tujuan dari Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam 
regresi terdapat ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan 
lain (Ghozali, 2011). Ketika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain 
konstan, maka bisa isebut sebagai homoskedasitas. Tetapi ketika varian residual dari 
suatu pengamatan ke pengamatan lain tidak konstan, maka bisa disebut 
heterokedastisitas. Uji ini dilakukan denagn menggunakan Uji glejser. Model regresi 





4. Uji Hipotesis 
Uji Hipotesis dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang 
diteliti. Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
a. Analisis Regresi 
Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh independen variabel terhadap 
variabel dependen dilakukan dengan analisa data dan menerapkan model statisitik 
regresi linear berganda. Model statistic linear berganda adalah model yang digunakan 
untuk memperoleh suatu persamaan yang menunjukkan pengaruh variabel idependen 
terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji 
hipotesis adalah:      
Y = a + β1X1 + β2X2 + e  
Keterangan: 
Y : Kepatuhan Wajib Pajak 
a : Kostanta 
β1,β2   : Koefisien Regresi  
X1 : Tax Knowledge 
X2 : Attitude Rasionality 
  e : Error yaitu nilai residu 
Alat ini digunakan untuk memprediksi bagaimana arah hubungan variabel 
independen dengan dependen, apakah setiap variabel independen yang ada di dalam 





b. Analisis Regresi Moderating dengan pendekatan Uji Interaksi 
 Untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang 
dalam hubungan tersebut terdapat faktor yang memperkuat atau memperlemah 
(variabel moderasi) pengujinya menggunakan moderated regression analysis (MRA). 
Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, diolah dengan menggunakan aplikasi 
pengolahan data statistik yaitu software SPSS versi 25.  
Moderator Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi 
khusus regresi berganda linear dimana dalam persamaan regresinya mengandung 
unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independe) dengan rumus 
persamaan sebagai berikut:  
Y: α+β1ZX1+β2ZX2+β3│ ZX1-ZM │+β4│ ZX2-ZM │+e  
      Keterangan:  
  Y  : Kepatuhan Wajib Pajak 
ZX1 : Standardize tax knowledge 
ZX2 : Standardise Attitude Rasionality 
ZM : Standardize Religiusita 
 │ZX1-ZM│   : Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut  
               perbedaan antara ZX1 dan ZM  
│ZX2-ZM│    : Merupakan interaksi yang diukur dengan Nilai Absolut  
     Perbedaan antara ZX2 dan ZM  





β  : Koefisien Regresi  
     e             : Error Term  
     Tabel 3.2 
           Kriteria Penentu Variabel Moderasi 
No Tipe Moderasi Koefisien 
1. Pure Moderasi b2  Tidak Signifikan  
b3  Signifikan 
2. Quasi Moderasi b2  Signifikan  
b3  Signifikan 
3 Homologieser Moderasi (Bukan Moderasi) b2  Tidak Signifikan  
b3  Tidak Signifikan 
4 Prediktor b2  Signifikan  
b3  Tidak Signifikan 
Sumber:  Bryan & Haryadi (2018); Bulutoding, et al (2020) 
 
Keterangan:  
b2 : variabel keimanan  
b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas  
Uji hipotesis ini dilakukan melalui uji koefisien determinasi, uji simultan (F-test) 
dan regresi secara parsial (t-test):           





Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi-variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 
independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara 
umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relative rendah karena 
adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data 
runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang 
tinggi.  
1. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)  
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 
dimaksukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 
variabel dependen. Untuk menguji keberartian regeresi, kita harus membandingkan 
antara Fhitung dengan Ftabel dengan derajat kebebasan (dk), yang besarnya adalah 
sebagai berikut :  
1) Jika Fhitung  > Ftabel, maka dinyatakan regresi berarti  
2) Jika Fhitung  ≤  Ftabel, maka dinyatakan tidak berarti  
Atau pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi: F sig < α, maka H0 





dependen. Jika F sig > α, maka H0 diterima, berarti variabel independen secara 
simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.  
2. Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)  
Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukan 
pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian 
koefisien regresi masing-masing variabel independen untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-
value, maka dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.   
1) Jika probabilitas sig (2-tailed) > 0,05 berarti Hipotesis ditolak   













           BAB IV 
                HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 
1. Sejarah KPP Pratama Bulukumba  
KPP Pratama Bulukumba dibentuk berdasarkan peraturan menteri keuangan 
Nomor PMK-62/PMK.01/2009 tanggal 01 April 2009 tentang organisasi dan tata 
kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Bulukumba 
memiliki wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, 
dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama 
Bulukumba mempunyai dua kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi 
(KP2KP) yang berkedudukan di kabupaten Sinjai (KP2KP Sinjai) dan kabupaten 
kepulauan selayar (KP2KP Benteng). 
2. Visi dan Misi KPP Pratama Bulukumba  
a. Visi KPP Pratama Bulukumba:  
“Menjadi model kantor pelayanan pajak terbaik, professional, dan 
berintegritas”. 
b. Misi KPP Pratama Bulukumba: 
“Menghimpun penerimaan pajak dari masyarakat secara adil dan tegas demi 
tercapainya penerimaan pajak sukarela dengan kepatuhan wajip pajak yang tinggi 
1. Melayani secara professional dan berintegritas berorientasi kepada 





2. Melakukan sinergi antar satuan kerja maupun internal kelembagaan, saling 
membantu demi tercapaianya target dan pembangunan nasional 
3. Membangun sumber daya manusia aparatur pajak yang bekerja ikhals, 
bekerja tuntas dan bekerja pasti”. 
















































4. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Bulukumba  
a. Sub bagian umum dan kepatuhan internal 
Melaksanakan tugas urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah 
tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian 
internal, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap 
kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hail pengawasan, serta penyusunan 
rekomendasi perbaikan proses bisnis. 
b. Seksi pengolahan data informasi 
Melaukan kegiatan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, 
pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman 
dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, 
pengalokasian pajak bumi dan bangunan, pelayanan dukunagn teknis 
computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing. Pelaksanaan i-SISMIOP 
dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi. 
c. Seksi pelayanan 
Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, 
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta 
pelaksanaan pendaftaran wajib pajak. 
d. Seksi penagihan 
Melaksanakan tugas melakukan urusan penantauusahaan piutang pajak, 





penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 
penagihan. 
e. Seksi pemeriksaan dan fungsional pemeriksa 
Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan 
pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran suratperintah 
pemeriksaan pajak, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta 
pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk 
kepala kantor 
f. Seksi ekstensifikasi 
Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan 
subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak 
dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak 
baru, serta penyuluhan perpajakan. 
g. Seksi pengawasan dan konsultasi  
Melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, usulan 
pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakn 
kepda wajib pajak, serta usulan pengurangan pajak bui dan bangunan. 
h. Seksi pengawasan dan konsultasi ll & lll 
Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, 
penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data 






i. Kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan 
Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, 
penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi daa 
wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada 
wajib pajak. 
B. Karakteristik Responden 
1. Karakteristik Responden 
Kuesioner yang dibagikan berjumlah 100 dengan perincian sebagai berikut:  
Tabel 4.1 
Data Distribusi Kuesioner 
NO Keterangan Jumlah Kuesioner Persentase 
1 Kuesioner yang disebarkan 100 100% 
2 Kuesioner Yang Tidak Kembali 0 0% 
3 Kuesioner yang kembali 100 100% 
4 Kuesioner yang dapat diolah 100 100% 
N sampel = 100 
Sumber: Data Primer Yang Diolah (2021) 
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang berisi 29 item pernyataan ini 
disebarkan kepada wajip pajak di KPP Pratama Bulukumba. Dari 100 kuesioner yang 
dibagikan, 100  kuesioner  tersebut kembali secara sempurna  dan diisi secara lengkap 
dan benar sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut. 





Terdapat 5 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu jenis 
kelamin, umur, pekerjaan, lama jadi wajib pajak, jumlah pendapatan wajib pajak.  
a. Jenis Kelamin 
Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 
NO Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 
1 Laki-laki 46 46% 
2 Perempuan 54 54% 
 Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 
Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah responden didominasi oleh 
jenis kelamin perempuan sebanyak 54 responden atau sebesar 54%, sedangkan untuk 
sisanya berjenis kelamin laki-laki sebanyak 46 atau sebesar 46 %. 
b. Umur  
Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
NO Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 
1 <25 Tahun 14 14% 
2 26-35 Tahun 36 36 % 
3 36-55 Tahun 44 44 % 
4 >55  Tahun 6 6% 
 Jumlah 100 100 % 





Berdasarkan tabel 4.3 dapat diidentifikasi bahwa jumlah responden terbesar 
adalah responden yang berusia 36-55 tahun yakni sebanyak 44 orang atau 44%. 
Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berusia >55 tahun 
yakni sebanyak 6 orang atau 6%. Sisanya untuk responden yang berumur <25 tahun 
sebanyak 14 orang atau sebesar 14%, dan terakhir responden yang berumur 26-35 
tahun sebanyak 36 orang atau sebesar 36%. 
c. Pekerjaan  
Tabel 4.4 
Karakteristik Responden Berdasarkan jenis Pekerjaan 
NO Jenis pekerjaan Jumlah Persentase 
1 Wiraswasta  55 55% 
2 PNS 25 25% 
3 Pegawai BUMN 5 5% 
4 Pegawai Swasta 5 5% 
5 Lainnya 10 10% 
 Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dan tabel 4.4 
di atas, maka jumah responden terbesar adalah responden yang bekerja sebagai 
wiraswasta sebanyak 55 orang atau 55%. Sedangkan jumlah responden yang bekerja 





5%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang terdaftar di 
KPP Pratama Bulukumba adalah wajib pajak yang berprofesi sebagai wiraswasta. 
d. Lama menjadi wajib pajak   
Tabel 4.5 
Karakteristik Responden lama menjadi wajib pajak 
NO Lama menjadi wajib pajak Jumlah Persentase 
1 1-5 Tahun 42 42 % 
2 6-10 Tahun 30 30 % 
3 11-15 Tahun 21 21% 
4 >15 Tahun 7 7% 
 Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 
Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa sebagian besar didominasi oleh 
responden yang sudah menjadi wajib pajak selama 1-5 tahun, yaitu 42 orang atau 
42%. Responden yang sudah menjadi wajib pajak selama 6-10 tahun adalah 30 orang 
atau 30%, sedangkan responden yang menjadi wajib pajak selama 11-14 tahun adalah 
21 orang atau 21%. Dan terakhir adalah responden dengan lama menjadi wajib pajak 
>15 tahun adalah 7 orang atau 7%. 











        Karakteristik Responden berdasarkan pendapatan wajib pajak 
 
NO Pendapatan wajib pajak Jumlah Persentase 
1 4,5-6 juta 68 68% 
2 6-8 juta  25 25% 
3 >8 juta 7               7% 
 Jumlah 100 100 % 
Sumber: Data Primer yang diolah (2021) 
Berdasarkan data karakteristik responden berdasarkan jumlah pendapatan 
wajib pajak pada tabel 4.6 diatas, maka jumlah responden terbesar adalah responden 
yang pendapatan perbulannya yaitu, 4,5 juta sebanyak 68 orang atau 68%. Sedangkan 
responden terendah adalah responden yang memiliki pendapatan perbulan sebesar >8 
juta sebanyak 7 orang atau 7%. 
2. Analisis Deskriktif 
Deskripsi variabel dari 100 responden dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 4.7 
Statistik Deskriptif Variabel 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y 100 24 40 31.57 3.358 
X1 100 18 28 22.83 2.340 
X2 100 9 16 12.85 1.553 
M 100         22 32 26.90 3.017 
Valid N (listwise) 100     





Tabel 4.7 menunjukkan statistic deskriptif dari masing-masing variabel 
penelitian. Berdasarkan tabel 4.7, hasil analisis dengan menggunakan statistic 
deskriptif terhadap tax knowledge menunjukkan nilai minimum sebesar 18, nilai 
maksimum sebesar 28, mean (rata-rata) sebesar 22.83, dengan Standar deviasi sebesar 
2.340. Selanjutnya hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap 
attitude rasionality menunjukkan nilai minimum sebesar 9, nilai maksimum sebesar 
16, mean (rata-rata) sebesar 12.85 dengan Standar deviasi sebesar 1.553. Selanjutnya 
variabel religiusitas menunjukan nilai minimum sebesar 22, nilai maksimum sebesar 
32, mean (rata-rata) sebesar 31.57 dengan Standar deviasi sebesar 3.358. 
C. Hasil Uji Kualitas Data 
1. Hasil Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu 
untuk mengungkapkan yang dapat diukur dengan kuesioner tersebut. Dengan kata 
lain instrument tersebut dengan mengukur construct sesuai dengan yang diharapkan 
















Hasil Uji Validitas  
Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 
Tax knowledge  X1.1 0.598 
0.1638 
Valid 
X1.2 0.705 Valid 
X1.3 0.613 Valid 
X1.4 0.587 Valid 
X1.5 0.703 Valid 
X1.6 0.610 Valid 
X1.7 0.599 Valid 
Attitude rasionality X2.1 0.621 
0.1638 
Valid 
X2.2 0.739 Valid 
X2.3 0.748 Valid 
X2.4 0.638 Valid 
Kepatuhan wajib pajak Y.1 0.585 
0.1638 
Valid 
Y.2 0.605 Valid 
Y.3 0.664 Valid 
Y.4 0.619 Valid 
Y.5 0.617 Valid 
Y.6 0.702 Valid 
Y.7 0.624 Valid 
Y.8 0.645 Valid 
Y.9 0.406 Valid 
Y.10 0.595 Valid 
Religiosity M.1 0.661 
0.1638 
Valid 
M.2 0.773 Valid 
M.3 0.788 Valid 
M.4 0.801 Valid 
M.5 0.744 Valid 
M.6 0.705 Valid 
M.7 0.770 Valid 
M.8 0.93 Valid 





Hasil pengujian validitas pada tabel 4.8 untuk seluruh item pernyataan 
menunjukkan bahwa semua item yang diuji dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan 
masing masing pernyataan memperoleh r hitung > r tabel, maka item soal angket 
tersebut valid dan masing masing pernyataan nilai signifikan 0,000 atau < 0,05 
sehingga semua pernyataan dikatakan valid. 
2. Hasil Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal 
jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu 
ke waktu. Uji reliabilitas data dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach 
Alpha (α) yaitu suatu instrument dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan 
reliabilitas atau Cronbach Alpha (α) > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas data dapat 
dilihat pada table berikut: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Relibilitas 
No Variabel Cronbach Alpha Keterangan 
1 Tax knowledge 0.739 Reliabel 
2 Attitude rasionality 0,620 Reliabel 
3 Kepatuhan wajib pajak 0,797 Reliabel 
4 Religiusitas 0,877 Reliabel 
    
Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
 Tabel 4.9 di atas menunjukan bahwa nilai cronbach’s alpha dari semua 
variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat di simpulkan bahwa instrument 





rasionality, kepatuhan wajib pajak, dan religiusitas yaitu dinyatakan andal atau dapat 
dipercaya sebagai alat ukur variabel. 
D. Hasil Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah variabel-variabel yang 
digunakan untuk menguji hipotesis sudah berdistribusi normal atau tidak. Dalam 
penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan grafik normal P-P Plot of 
Regression Standardized Residual yang hasil pengujiannya dapat dilihat pada 
gambar dibawa ini: 
Gambar 14.1  
               Hasil Uji Normalitas -Normal Probability Plot 
 
Gambar 4.1 menunjukan bahwa titik-titik (data) dalam grafik normal probability 






2. Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi atau hubungan di antara variabel 
independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilihat dari Tolerance Value atau 
Variance Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Variance Inflation Factor (VIF) 
variabel tidak melebihi 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1 maka model tersebut 
tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Tax knowledge 0,582 1.719 Tidak Terjadi Multikolerasi 
Attitude Rasionality 0,735 1.361 Tidak Terjadi Multikolerasi 
Religiusitas 0,634 1,577 Tidak Terjadi Multikolerasi 
    
  Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
3. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui penyimpangan berupa 
adanya ketidaksamaan variance dari residual untuk semua pengamatan pada 
model regresi. Dalam penelitian ini digunakan Uji Glejser dengan meregresikan 
masing-masing variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Kriteria 
pengambilan keputusan adalah signifikasi dari variabel independen dan variabel 







Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Variabel Sig Keterangan 
Tax Knowledge 0,788 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
Attitude Rasionality 0,425 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
Religiositas 0,164 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
   Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen dan variabel 
moderasi yang signifikan mempengaruhi variabel independen. Hal ini terlihat dari 
tingkat probabilitas signifikansi di atas 0,05 dimana nilai signifikansi tax knowledge  
senilai 0,788, attitude rasionality 0,425 dan religiusitas senilai 0,164. Dengan 
demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 
regresi, sehingga model ini layak digunakan. 
E. Hasil Uji Hipotesis 
 Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, menggunakan 
analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel 
dependen, sedangkan untuk menguji hipotesis H3,  H4 menggunakan analisis 
moderasi dengan pendekatan absolute residual uji nilai selisih mutlak. Uji hipotesis 
ini dibantu dengan menggunakan program SPSS 25. 
1. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H1, H2   
  Pengujian hipotesis H1, H2 dilakukan dengan analisis regresi berganda 
pengaruh tax knowledge, attitude rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil 
pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut: 





  Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan variabel 
independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berikut hasil dari uji Koefisien 
Determinasi (R) yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini: 
Tabel 4.12  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .666a .444 .432 2.530 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
 Berdasarkan hasil uji pada table 4.12 diatas diperoleh nilai R2 (R Square) 
adalah 0,444 atau sama dengan 44,4%. Hal ini menunjukan bahwa 44,4 % kepatuhan 
wajib pajak  dipengaruhi oleh tax knowledge dan attitude rasionality. Sisanya 55,6 % 
dipengaruhi oleh varaibel lainnya yang belum diteliti dalam penelitian ini. 
b. Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 
Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel 
independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. apabilah 
nilai sig dari Fhitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/eror (alpha) 0,05 maka dapat 
dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
variabel independen. Berikut hasil uji regresi secara simultan (Uji F), dapat dilihat 


















Regression 495.564 2 247.782 38.707 ,000b 
Residual 620.946 97 6.402   
Total 1116.510 99    
Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
Berdasarkan table 4.13 di atas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi 
berganda menunjukkan Fhitung sebesar 38.707 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang 
lebih kecil dari 0,05, di mana nilai Fhitung  38.707 lebih besar dari nilai tabel F sebesar 
3,09. Berarti variabel tax knowledge dan attitude rasionality secara simultan atau 
bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
c. Uji Regresi Secara Parsial (Uji T) 
Uji ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh dari satu variabel 
independen secara individual dalam memengaruhi atau menjelaskan variabel 
dependen. variabel independen dikatakan berpengaruh dilihat dari besarnya sig < 
0,05. 
Tabel 4.14  









1 (Constant) 8.602 2.694  3.194 .002 
TotalX1 .465 .125 .324 3.729 .000 
TotalX2 .961 .188 445 5.116 .000 





Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukan model estimasi sebagai berikut: 
Y= 8.602 + 0,465 + 0,961 + e 
Keterangan :  
Keteragan :   
Y    : kepatuhan wajib pajak  
a    : Kostanta 
β1,β2,β3  : Koefisien Regresi  
X1    : tax knowledge 
X2    : attitude rasionality 
e    : error yaitu nilai residu  
 
Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa: 
a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 8.062 menunjukan bahwa jika 
variabel independen (tax knowledge dan attitude rasionality) di asumsikan 
sama dengan nol, maka penerimaan kepatuhan wajib pajak akan meningkat 
sebesar 8.062. 
b. Nilai koefisien regresi variabel tax knowledge (X1) sebesar 0,465. Pada 
penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel tax knowledge mengalami 
peningkatan sebesar satu satuan, maka penerimaan kepatuhan wajib pajak 





c. Nilai koefisien regresi variabel attitude rasionality (X2) sebesar 0,961 Pada 
penelitian ini dapat diartikan bahwa ketika variabel attitude rasionality 
mengalami peningkatan sebesar satu satuan,  maka penerimaan kepatuhan 
wajib pajak  akan mengalami peningkatan sebesar 0,961. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H1, dan H2) yang diajukan dapat dilihat 
sebagai berikut: 
a. Tax knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel tax knowledge memiliki t 
hitung sebesar 3.729> tabel t sebesar 1,984 (sig = 0,05 dan df = n-k, yaitu 100-3 = 
97 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,465 dan tingkat signifikansi 
0.000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Hal ini berarti tax knowledge 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis 
pertama yang menyatakan tax knowledge berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak terbukti atau dapat diterimah. Hal ini menunjukan bahwa semakin 
tinggi pengetahuan atau tax knowledge yang dimiliki wajib pajak, maka akan 
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.  
b. Attitude rasionality berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak  
Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel attitude rasionality 
memiliki t hitung sebesar 5.116 > tabel t sebesar1,984 (sig = 0,05 dan df = n-k, 





signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterimah. Hal ini berarti 
attitude rasionality berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan 
demikian hipotesis kedua yang menyatakan attitude rasionality berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti atau dapat diterimah. Hal ini 
menunjukan bahwa semakin tinggi attitude rasionality maka semakin tinggi pulah 
tingkat kepatuhan wajib pajak. 
2. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis Penelitian H3 dan H4 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .710a .504 .478 2.427 
Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
 
Berdasarkan tabel 4.15 diatas nilai R2 (R Square ) adalah 0.504 atau 50,4%. 
Hasil uji koefisien determinasi diatas dengan nilai R Square adalah 0.504 yang berarti 
kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel Zscore tax knowledge 
(X1), attitude rasionality (X2), Zscore Religiusitas (M), X1_M, X2_M sebesar 
50,4%. Sisanya sebesar 49,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti 









Hasil Uji Regresi Secara Simultan (Uji F) 





1 Regression 562.837 5 112.567 19.111 .000b 
Residual 553.673 94 5.890   
Total 1116.510 99    
Sumber : Data Primer yang Diolah (2021) 
 
Hasil uji F pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 19.111 
dengan tingkat signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 
variabel tax knowledge (X1), Zscore attitude rasionality (X2), Zscore Religiositas 
(M), X1_M dan X2_M secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kepatuhan 
wajib pajak. 
 Untuk menentukan apakah variabel moderasi yang kita gunakan memang 
memoderasi variabel X terhadap Y maka perlu diketahui kriteria sebagai berikut  
Tabel 4.17 
Kriteria Penentuan Variabel Moderasi 
No Tipe Moderasi Koefisien 
1. Pure Moderasi 
b2 Tidak Signifikan 
b3 Signifikan 
2. Quasi Moderasi 
b2 Signifikan 
b3 Signifikan 
3. Homologiser Moderasi (Bukan Moderasi) 
b2 Tidak Signifikan 
b3 Tidak Signifikan 
4. Prediktor 
b2 Signifikan 
b3 Tidak Signifikan 
Keterangan: 





b3 : variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas 
 Untuk mengetahui bagaimana peranan vairabel religiusitas atas tax knowledge 
dan attitude rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Tabel 4.18 







B Std. Error Beta 
 (contant) 32.531 .452  71.977 .000 
 Zscore (X1) .747 .322 .223 2.318 .023 
 Zscore (X2) 1.351 .285 .402 4.737 .000 
 Zscore (M) .784 .312 .233 2.515 .014 
 X1_M 873 .437 .153 1.996 .049 
 X2_M 423 .386 .084 1.096 .276 
Sumber: data yang dioalah (2021) 
Berdasarkan tabel 4.18 diatas dapat menunjukan model estimasi sebagai 
berikut:  
Y = 32.531 + 747 + 1.351+ 784 + 0,873 + 0,423 + e  
Keterangan:  
Y   = kepatuhan wajib pajak 
ZX1   = Standardized tax knowledge 





ZM  = Standardized religiusitas 
|ZX–ZM|  = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut      
perbedaan antara ZX dan ZM 
a  = Kostanta 
β  = Koefisien Regresi 
e   = Error Term 
dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa: 
a. Pada model regresi ini nilai konstanta sebesar 32.531 menunjukkan bahwa jika 
variabel independen (tax knowledge dan attitude rationality) diasumsikan dengan 
nol, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 32.531. 
b. Nilai koefisien regresi variabel tax knowledge (X1) sebesar 747. Pada penelitian 
ini dapat di artikan bahwa ketika variabel tax knowledge  mengalami peningkatan 
sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan 
sebesar 747. 
c. Nilai koefisien regresi variabel attitude rasionality (X2) sebesar 1.351 Pada 
penelitian ini dapat artikan bahwa ketika variabel attitude rasionality mengalami 
peningkatan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami 
peningkatan sebesar 1.351. 
d. Nilai koefisien regresi variabel religiositas (M) sebesar 784. Pada penelitian ini 
dapat artikan bahwa ketika variabel religiositas mengalami peningkatan sebesar 






e. Nilai koefisien regresi interaksi antara religiusity (M) dengan tax knowledge  (X1) 
sebesar 873 Pada penelitian ini dapat artikan bahwa adanya interaksi antara 
religiusitas (M) dengan tax knowledge (X1), maka kepatuhan wajib pajak akan 
mengalami peningkatan sebesar .873. 
f. Nilai koefisien regresi interaksi antara religiosity (M) dengan attitude rasionality 
(X2) sebesar 423 Pada penelitian ini dapat artikan bahwa adanya interaksi antara 
religiusitas (M) dengan attitude rasionality (X2), maka kepatuhan wajib pajak  
akan mengalami peningkatan sebesar 423. 
Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H3 dan H4) yang diajukan dapat dilihat 
sebagai berikut: 
a. Religiusitas memoderasi hubungan antara tax knowledge terhadap kepatuhan 
wajib pajak (H3)  
 Diperoleh nilai signifikan uji t variabel religiositas sebesar 0,14. Nilai tersebut 
kurang dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel religiositas terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh nilai 
signifikan interaksi tax knowledge dengan religiositas sebesar 0,49 yang 
menunjukkan bahwa interaksi tersebut berpengaruh. Karena koefisisen b2 dan b3 
siginifikan, maka penggunaan variabel religiositas merupakan variabel moderasi 
kriteria Quasi moderasi.  
 Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.18 
menunjukkan bahwa variabel moderasi X1_M mempunyai t hitung sebesar 1.996 > t 





tingkat signifikansi 0,49 yang lebih kecil dari 0,05 maka H3 diterima. Hal ini berarti 
bahwa variabel religiusitas merupakan variabel yang  memperkuat hubungan variabel 
tax knowledge terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi hipotesis ketiga (H3) yang 
menyatakan religiusitas  memoderasi hubungan tax knowledge  terhadap kepatuhan 
wajib pajak  terbukti atau diterima. 
b. Religiusitas memoderasi hubungan antara attitude rasionality terhadap kepatuhan 
wajib pajak (H4) 
 Diperoleh nilai signifikan uji t variabel religiusitas sebesar 0,14. Nilai tersebut 
lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat pengaruh variabel religiusitas 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada regresi dengan interaksi diperoleh 
nilai signifikansi interaksi attitude rasionality dan religiusitas sebesar 0,276 yang 
menunjukkan bahwa interaksi tersebut tidak berpengaruh. Karena koefisien b2 
signifikan dan b3 tidak signifikan, maka penggunaan variabel religiusitas merupakan 
variabel moderasi dengan kriteria predictor. 
 Berdasarkan hasil uji nilai selisih mutlak yang terlihat pada tabel 4.17 
menunjukkan bahwa variabel moderasi X2_M mempunyai t hitung sebesar 1,096 < t 
tabel 1,984 dengan koefisien beta unstandardized sebesar 0,423 dan tingkat 
signifikansi 0,276 yang lebih besar dari 0,05 maka H4 ditolak. Hal ini berarti bahwa 
variabel religiusitas merupakan variabel moderasi yang tidak memoderasi hubungan 
variabel attitude rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil hipotesis keempat 
(H4) yang menyatakan religiusitas memoderasi attitude rasionality terhadap 





F. Pembahasan  
1. Tax knowledge berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah tax knowledge 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan bahwa tax knowledge berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal 
ini menandakan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib 
pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban 
pajaknya. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan digunakan sebagai informasi 
yang membuatnya patuh terhadap kewajibannya sebagia wajib pajak. Pengetahuan pajak 
yang dimiliki oleh wajib pajak akan mudah dalam melaksanakan kewajiban 
perpajkannya seperti menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajaknya sesuai 
dengan aturan perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak membuatnya 
terdorong untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak paham akan 
tindakan yang dilakukannya adalah sesuatu yang baik bagi dirinya dan orang lain, 
dengan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membuatnya 
terhindar dari masalah dikemudian hari yaitu sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan 
yang rendah dapat membuat wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajibannya, 
karena dengan ketidaktahuannya dalam hal perpajakan membuatnya malas dan 
kesadarannya akan berkurang untuk patuh, sedangkan pengetahuan pajak yang dimiliki 
oleh wajib pajak akan berkolerasi dengan sikap positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider 





internal dan faktor eksternal. Berdasarkan teori atribusi, dinyatakan bahwa pemahaman 
wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat 
mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan untuk berperilaku dalam 
hal ini kepatuhan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak.  
Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menggambarkan 
pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang 
diperlihatkan oleh hasil penelitian Saladin, Batubara & Iskandar (2017) begitupun 
dengan penelitian Dewi & Ginanjar (2016) menemukan hasil yang sama.  
2. Attitude rasionality berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 
Hipotesis kedua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah attitude rasioanlity 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa attitude rasionality dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 
Sikap rasional yang dimiliki wajib pajak membuatnya patuh terhadap kewajibannya 
sebagai wajib pajak. Sikap rasional seseorang akan selalu mempertimbangkan 
keuntungan dan kerugiannya ketika melakukan suatu hal. Hal ini ditunjukkan dengan 
pertimbangan wajib pajak terhadap keuangan apabila tidak memenuhi kewajiban 
pajaknya dan resiko yang akan timbul apabila membayar dan tidak membayar pajak. 
Apabila sikap rasional wajib pajak yang lebih mementingkan keuangannya dan 
kepentingan pribadinya, maka wajib pajak tersebut akan patuh terhadap pembayaran 
pajak. Ketika penerapan peraturan pajak yang tegas dan sanksi yang berat akan 
diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak akan 





terhadap sanksi yang akan diberikan dan mempertimbangkan kembali keuangannya 
yang jauh akan lebih besar ia keluarkan ketika tidak patuh dalam membayar pajaknya.  
Penelitian ini sejalan dengan teori theory of planned behavior yang dikembangkan 
oleh Icek Ajzen (1998). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasrakan 
atas keinginan dan niat yang ingin dilakukannya, sedangkan munculnya niat dalm 
berperilaku disebabkan oleh tiga faktor yang salh satunya adalah behavioral beliefs 
dalam theory of planned behavior dimana keyakinan seseorang dari suatu sikap atau 
tingkah laku. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak ia akan mendapatkan sanksi 
berupa sanksi administrasi yang akan mengeluarkan biaya lagi maka wajib pajak akan 
lebih memilih untuk patuh terrhadap pembayaran pajak.  
Hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian Santi & Zulaikha (2012) 
begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk. (2017) yang menemukan 
hasil yang sama bahwa attitude rasionality berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
3. Religiusitas memoderasi hubungan tax knowledge terhadap kepatuhan wajib 
pajak 
Hipotesis ketiga (H3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiositas 
memoderasi hubungan tax knowledge terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan 
hasil analisis menjukkan bahwa religiositas mampu memoderasi hubungan antara tax 
knowledge terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga menunjukkan hubungan 
antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Sikap religius yang dimiliki 





dijalaninya. Salah satunya adalah patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak. 
Wajib pajak yang memiliki sikap religius dalam dirinya tentu akan bersikap taat 
terhadap agama. Salah satunya adalah dengan menaati perintah Allah SWT untuk 
mematuhi perintah ulil amri yang tidak lain adalah pemerintah. Pemerintah 
mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak yang diatur dalam peraturan perpajakan 
yang menjadikan kewajiban tersebut adalah perintah dari ulil amri. Ulil amri menurut 
agama adalah pemimpin yang harus diikuti dan dipatuhi peraturannya selama hal 
tersebut bermanfaat bagi masyarakatnya. Wajib pajak adalah pembayaaran yang 
dipungut oleh wajib pajak yang akan digunakan untuk membantu keuangan negara 
dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pajak adalah hal yang baik untuk dilakukan 
guna membantu perekonomian negara dan hal ini dibenarkan dalam agama agar selalu 
melakukan kebaikan ketika hal tersebut mampu untuk dijalankan oleh seseorang. 
Wajib pajak yang berahlak baik tentunya akan mematuhi peraturan pemerintah yang 
terlebih lagi untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu dalam hal taat terhadap 
pembayaran pajak. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan menambah 
kepatuhannya dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Karena dengan 
pengetahuan yang dimiliki seseorang akan mudah dalam malakukan sesuatu yang 
menurutnya sesuatu tersebut baik untuk dilakukan, terlebih lagi ketika melibatkan 
kesejahteraan masyarakat, pengetahuan yang dimilki oleh wajib pajka membuatnya 
sadar akan pentingnya pembayaran pajak ditambah dengan sikap religius seseorang 
yang selelalu terdorong untk bersikap taat terhadap aturan.  pajak yang memiliki 





negara ditambah dengan sikap religiositas yang dimiliki oleh wajib pajak akan 
membuatnya patuh dalam pembayaran pajak. 
Penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang mejelaskan sikap dan perikau 
seseorang yang disebakan oleh faktor internal dan faktor ekstersenal. Ketika seseorang 
yang didalam haitinya sudah tertanam kuat untuk berbuat sesuatu yang baik dan 
berikap taat maka hal tersebut tentunya akan membuatnya bersikap taat dikehidupan 
nyata. Pengetahuan dan sikap taat yang diporeleh dari sikap religiusnya berasal dari 
faktor internal seseorang yang sudah terbentuk dari awal, sehingga seseorang tersebut 
akan selalu melakukan sesuatu yang sering ia lakukan karena dalam dirinya sudah 
tertanam kuat terhadap perilaku yang sering ia lakukan dan salah satunya adalah 
ketaatan atau kepatuhan dalam pembayaran pajak oleh wajib pajak.  
4. Religiusitas memoderasi hubungan attitude rasionality terhadap kepatuhan 
wajib pajak 
Hipotesis keempat (H4) yang diajukan dalam penelitian ini adalah religiosity 
memoderasi hubungan attitude rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi 
hubungan antara attitude rasionality terhadap kepatuahan wajib pajak. Akan tetapi 
religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilandasi dengan rasa 
takut untuk melanggar peraturan karena merasa takut kepada sang pencipta. Dimana 
wajib pajak selalu merasa diawasi oleh Allah SWT terhadap tindakan yang 





akan mempengaruhi sikapanya untuk patuh dalam membayar pajak (Bulutoding et all, 
2018). 
Ketika wajib pajak dengan sikap rasionalitas yang disertai dengan sikap 
religiusitas yang dimilikinya cenderung berperilaku taat dan patuh dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya, namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas tidak 
mampu memoderasi hubungan antara attitude rasionality terhadap kepatuhan wajib 
pajak. Hal ini disebabkan karena sikap rasionalitas seseorang mempertimbangkan 
untung dan ruginya dalam melakukan sesuatu, apalagi dihadapkan dengan 
pertimbangannnya terhadap keuangan. Wajib pajak dengan berbagai upaya yang 
dilakukan untuk menekan jumlah uang yang harus dikeluarkan dalam melakukan 
sesuatu, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak akan patuh dalam 
memenuhi kewajibannya ketika ia dihadapkan dengan sanksi yang memberatkannya, 
yaitu berupa sanksi administrasi yang dalam hal ini ketika wajib pajak tidak taat maka 
akan mendapatkan sanksi dan membuatnnya harus mengeluarkan uang lagi sebagai 
denda yang disebabkan ketikapatuhannya dalam memenuhi kewajibannya. Tetapi 
ketika dihadapkan dengan peraturan perpajakan atau sanksi yang lemah maka wajib 
pajak akan lebih memilih untuk bersikap tidak taat, hal ini dikarenakan ia tidak perlu 
mengeluarkan uang lagi untuk membayar pajak, dan tentunya wajib pajak akan 
beranggapan bahwa dengan sanksi yang lemah tidak akan membuatnya mengeluarkan 
uang lagi. Sikap seseorang yang terlalu mementingkan keuangan akan selalu melihat 
celah atau melakukan berbagai cara agar miliknya tersebut tidak lepas dari 





mendorong seseorang untuk bersikap mengarah kepada hal yang karenanya hal 
tersebut dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasa kepemilikannya yang 
terlalu tinggi akan menumbuhkan rasa kecintaan terhadap sesuatu yang dapat 
mengubah sikap seseorang, seperti halnya love of money atau rasa cinta terhadap 
uang. Wajib pajak yang memiliki rasa cinta terhadap uang selalu melihat celah agar 
uang yang dimilikinya tidak lepas dalam genggamannya. Kecintaan yang berlebihan 
seringkali tidak mepertimbangkan baik buruknya, haram dan halalnya, serta patuh 
dan tidak patuhnya terhadap aturan, dan bahkan rasa kecintaan seseorang akan 
mengabaikan sisi religiusitas yang ada pada dirinya. Sikap religiusitas yang ada pada 
diri seseorang terkadang akan terabaikan ketika dihadapkan dengan rasa kepemilikan 
yang terlalu tinggi dan rasa kecintaanya terhadap sesuatu. Hal ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Nuraprianti (2019) yang menjelaskan bahwa 
religiusitas yang dimiliki wajib pajak tidak dapat mempengaruhi sikap seseorang 
terhadap kecintaanya terhadap uang, ia beranggapan bahwa melanggar aturan adalah 
hal yang wajar-wajar saja untuk dilakukan  karena pelanggaran yang dilakukannnya 
masih dalam kategori yang wajar, tetapi jika ditinjau dari sisi religiusitas pelanggaran 
ringan maupun berat tetap saja adalah sebuah pelanggaran dan hal tersebut 
merupakan sikap yang tidak taat terahadap aturan. Aturan tersebut adalah aturan dari 
pemerintah dan agama mengajarkan bahwa pemerintah atau pemimpin adalah ulil 






 Penilitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan tentang perilaku 
seseorang yang salah satunya terbentuk dari dalam diri seseorang. Munculnya sikap 
atau perilaku seseorang disebakan karena adanya dorongan untuk melakukan hal 
yang membuatnya ingin mendapatkan sesuatu, rasa cinta terhadap uang terkadang 
akan membentuk sikap seseorang untuk selalu cinta terhadap uang dan selalu 
melakukan berbagai cara untuk mempertahankan sikapnya itu. Begitupun dengan 
theory of planned behavior yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1998). Teori ini 
menjelaskan bahwa perilaku seseorang didasarkan atas keinginan dan niat yang ingin 
dilakukannya. Teori ini juga menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan apa saja 
yang dapat menguntungkan dirinya sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa 
seseorang akan melakukan apa saja untuk mencapai keinginannya, dan terkadang sisi 
















         PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
tax knowledge dan attitude rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 
religiositas sebagai variabel moderating, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil analisis menunjukkan bahwa tax knowledge berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi pengetahuan yang 
dimiliki oleh wajib pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib 
pajak. 
2. Hasil analisis menujukkan bahwa attitude rasionality berpengaruh positif 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi sikap 
rasionalitas seseorang maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib 
pajak. 
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa religiositas mampu memoderasi tax knowledge 
tarhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya sikap religiusitas yang dimiliki wajib 
pajak dapat memoderasi hubungan antara tax knowledge terhadap kepatuhan wajib 
pajak. 
4. Hasil analisis menjunjukkan bahwa religiositas tidak mampu meoderasi attitude 
rasionality terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti religiutas yang dimiliki 
oleh wajib pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara attitude rasionality 





B. Keterbatasan penelitian 
1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi 
nyata, dikhawatirkan meneyebabkan responden menjawab pernyataan kusioner 
secara normative, sehingga hasil penelitian ini bisa saja menjadi bias dengan kondisi 
yang sebenarnya dilapangan. 
2. Pengumpulan data berupa kusioner terhambat karena adanya pandemic COVID-19 
yang sedang terajadi sekarang ini, sehingga mengalami keterbatasan dalam 
berkomunikasi terhadap responden. 
c. Implikasi penelitian 
Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan. Adapun implikasi dari 
penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang 
diberikan melalui hasil penelitian agar dapat menghasilkan hasil yang lebih baik, yaitu: 
1. Bagi kantor pelayanan pajak (KPP), diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi 
kepada wajib pajak agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang 
pajak, terutama kesadaran wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban pajak. 
2. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini juga memberikan masukan antuk 
meningkatkan kepatuhan pajaknya dengan cara menaati peraturan perpajakan dalam 
hal pembayaran. Oleh karenanya sistem berjalan dengan baik bila didukung dengan 
informasi, pengetahuan dan juga antusias dari wajib pajak. 
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah dan memperluas objek 
penelitian tidak hanya di satu KPP saja, melaingkan penelitian selanjutnya untuk 





untuk mengembangkan penelitian ini dengan meneliti variabel atau faktor yang 
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Bapak/Ibu/Saudara/Saudari yang terhormat, Mohon kesediaan 
Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk membantu mengisi kusioner yang telah kami 
siapkan. Pernyataan-pernyataan berikut ini bertujuan untuk statistic responden. 





akademik dan akan dijaga kerahasiaanya. Atas perhatian dan bantuaanya, diucapkan 
terimakasih. 
 A. Identitas Responden 
1. Nama  : ………………… 
2. Jenis Kelamin :   Laki-laki Perempuan  
3. Agama  : …………………. 
4. Umur :   <25 tahun 26 – 35 tahun 
         36 -55 tahun  >55 tahun  
5. Pekerjaan   : ww Wiraswasta      lainnya (…………) 
                        Pegawai Negeri Sipil 
6. Lama menjadi wajib pajak: 1-5 tahun         6-10 tahun 
        11-15 tahun         >15 
7. Pendapatan per bulan: ……………………… (mohon diisi) 
B.  Petunjuk Pengisian 
Adapun petunjuk pengisianya adalah sebagai berikut: 
1. Bapak/Ibu/Saudara(i) diharapkan mengisi seluruh pertanyaan sesuai dengan 
petunjuk pengisian. 
2. Tidak ada jawaban benar atau salah, oleh karena itu dimohon untuk mengisi 
jawaban sesuai dengan kondisi sebenarnya. 
3. Berikan tanda centang( √ ) pada pilihan jawaban yang telah tersedia. 
4. Pernyataan yang diajukan menggunakan skala 1-4 yang berarti: 





S: Setuju     SS: Sangat Setuju 
C. Daftar Pernyataan 
1. Tax Knowledge  
No Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS S SS 
1 Saya telah mengetahui ketentuan terkait 
kewajiban perpajakan yang berlaku  
    
2 Saya telah mengetahui seluruh peraturan 
mengenai batas waktu pelaporan SPT 
    
3 NPWP berfungsi sebagai identitas wajib 
pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya 
    
4 Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan 
negara terbesar 
    
5 Pajak yang disetor dapat digunakan untuk 
pembiayaan oleh pemerintah  
    
6 Saya paham dengan sistem perpajakan yang 
digunakan saat ini (menghitung, 
memperthitungkan, membayar dan 
melaporkan sendiri) 
    
7 Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai      
 
2.  Attitude Rasionality 





No Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya merasa untung apabila membayar 
pajak 
    
2 Saya merasa membayar pajak adalah 
tindakan yang baik dilakukan sebagai warga 
negara 
    
3 Saya merasa bila tidak membayar pajak 
beresiko ketahuan oleh instansi/kantor pajak 
    
4 Saya merasa aman saat saya telah membayar 
pajak 
    
 






STS TS S SS 
1 Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan 
sendiri 
    
2 Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri 
untuk NPWP  
    
3 Saya telah mengetahui batas akhir dalam 
pelaporan pajak 
    
4 Saya mempu melakukan perhitungan pajak 
dengan benar 
    
5 Penerapan sanksi yang tepat dapat 
mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur 
    
6 Pemeriksaan pajak oleh petugas pajak dapat 
mendorong wajib pajak untuk berlaku jujur 





7 Banyaknya tempat pembayaran dapat 
mempermudah wajib pajak untuk membayar 
tepat waktu 
    
8 Saya selalu tepat waktu dalam membayar 
pajak 
    
9 Tunggakan pajak hanya akan menambahkan 
beban pajak karena adanya bunga tunggakan 
yang harus dibayarkan  
    
10 Saya bersedia membayar kewajiban pajak 
saya beserta tunggakan pajaknya 








STS TS S SS 
1 Bagi saya agama penting dalam kehidupan 
sehari-hari  
    
2 Saya percaya bahwa semua perbuatan kita 
kelak akan dimintai pertanggungjawaban 
oleh Pencipta 
    
3 Saya percaya bahwa setiap keburukan yang 
saya lakukan di dunia ini akan 
dipertanggungjawabkan 
    
4 Saya meyakini bahwa perilaku jujur dalam 
melakukan pencatatan dan pembukuan 
dalam perpajakan adalah hal yang 
dibenarkan dalam agama  





5 Penundaan pembayaran pajak dan 
ketidakjujuran dalam pelaporan SPT pajak 
adalah hal yang dapat merugikan negara 
    
6  Saya meyakini bahwa membayar pajak 
adalah bentuk kesyukuran terhadap Tuhan  
    
7 Saya meyakini bahwa Tuhan selalu melihat 
segala tindak perilaku manusia  
    
8 Saya meyakini bahwa komitmen dalam 
beragama akan meningkatkan kepatuhan 
dalam perpajakan 







UJI KUALITAS DATA 
Analisis Deskriktif 
Descriptive Statistic 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Y 100 24 40 31.57 3.358 
X1 100 18 28 22.83 2.340 
X2 100 9 16 12.85 1.553 
M 100         22 32 26.90 3.017 
Valid N (listwise) 100     
 
Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas 
 Variabel Dependen 
Kepatuhan wajib pajak  
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 
Y1 Pearson 
Correlation 
1 .458** .374** .300** .074 .300
** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .002 .463 .002 
N 100 100 100 100 100 100 
Y2 Pearson 
Correlation 
.458** 1 .489** .311** .309** .387
** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .002 .002 .000 







.374** .489** 1 .394** .418** .376
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Y4 Pearson 
Correlation 
.300** .311** .394** 1 .338** .428
** 
Sig. (2-tailed) .002 .002 .000  .001 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Y5 Pearson 
Correlation 
.074 .309** .418** .338** 1 .524
** 
Sig. (2-tailed) .463 .002 .000 .001  .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Y6 Pearson 
Correlation 
.300** .387** .376** .428** .524** 1 
Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 100 
Y7 Pearson 
Correlation 
.247* .254* .391** .280** .400** .545
** 
Sig. (2-tailed) .013 .011 .000 .005 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
Y8 Pearson 
Correlation 
.406** .233* .287** .314** .208* .435
** 
Sig. (2-tailed) .000 .020 .004 .001 .038 .000 







.153 .009 .063 .111 .201* .126 
Sig. (2-tailed) .130 .930 .534 .270 .045 .211 
N 100 100 100 100 100 100 
Y10 Pearson 
Correlation 
.198* .279** .269** .136 .430** .294
** 
Sig. (2-tailed) .048 .005 .007 .179 .000 .003 
N 100 100 100 100 100 100 
TOTAL_Y Pearson 
Correlation 
.585** .605** .664** .619** .617** .702
** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 100 
 
Correlations 
 Y7 Y8 Y9 Y10 
TOTA
L_Y 
Y1 Pearson Correlation .247* .406** .153 .198* .585** 
Sig. (2-tailed) .013 .000 .130 .048 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y2 Pearson Correlation .254* .233* .009 .279** .605** 
Sig. (2-tailed) .011 .020 .930 .005 .000 
N 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .000 .004 .534 .007 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y4 Pearson Correlation .280** .314** .111 .136 .619** 
Sig. (2-tailed) .005 .001 .270 .179 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y5 Pearson Correlation .400** .208* .201* .430** .617** 
Sig. (2-tailed) .000 .038 .045 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y6 Pearson Correlation .545** .435** .126 .294** .702** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .211 .003 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y7 Pearson Correlation 1 .408** .119 .278** .624** 
Sig. (2-tailed)  .000 .237 .005 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y8 Pearson Correlation .408** 1 .180 .420** .645** 
Sig. (2-tailed) .000  .072 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
Y9 Pearson Correlation .119 .180 1 .301** .406** 
Sig. (2-tailed) .237 .072  .002 .000 
N 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .005 .000 .002  .000 
N 100 100 100 100 100 
TOTAL_Y Pearson Correlation .624** .645** .406** .595** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 Variabel dependen 
1. Tax knowledge 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 
X1.1 Pearson Correlation 1 .482** .432** .261** .246* 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .009 .013 
N 100 100 100 100 100 
X1.2 Pearson Correlation .482** 1 .556** .276** .332** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .005 .001 
N 100 100 100 100 100 
X1.3 Pearson Correlation .432** .556** 1 .354** .282** 





N 100 100 100 100 100 
X1.4 Pearson Correlation .261** .276** .354** 1 .481** 
Sig. (2-tailed) .009 .005 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 
X1.5 Pearson Correlation .246* .332** .282** .481** 1 
Sig. (2-tailed) .013 .001 .005 .000  
N 100 100 100 100 100 
X1.6 Pearson Correlation .163 .197 .110 .225* .330** 
Sig. (2-tailed) .106 .050 .278 .024 .001 
N 100 100 100 100 100 
X1.7 Pearson Correlation .186 .366** .098 .061 .453** 
Sig. (2-tailed) .064 .000 .330 .550 .000 
N 100 100 100 100 100 
TOTAL_X1 Pearson Correlation .598** .705** .613** .587** .703** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
 
Correlations 
 X1.6 X1.7 
TOTAL_X
1 
X1.1 Pearson Correlation .163 .186 .598** 





N 100 100 100 
X1.2 Pearson Correlation .197 .366** .705** 
Sig. (2-tailed) .050 .000 .000 
N 100 100 100 
X1.3 Pearson Correlation .110 .098      .613** 
Sig. (2-tailed) .278 .330 .000 
N 100 100 100 
X1.4 Pearson Correlation .225* .061 .587** 
Sig. (2-tailed) .024 .550 .000 
N 100 100 100 
X1.5 Pearson Correlation .330** .453** .703** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 
N 100 100 100 
X1.6 Pearson Correlation 1 .408** .610** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 100 100 100 
X1.7 Pearson Correlation .408** 1 .599** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 100 100 100 
TOTAL_X1 Pearson Correlation .610** .599** 1 





N 100 100 100 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
2. Attitude rasionality 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 
TOTA
L_X2 
X2.1 Pearson Correlation 1 .377** .255* .134 .621** 
Sig. (2-tailed)  .000 .011 .185 .000 
N 100 100 100 100 100 
X2.2 Pearson Correlation .377** 1 .337** .401** .739** 
Sig. (2-tailed) .000  .001 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
X2.3 Pearson Correlation .255* .337** 1 .297** .748** 
Sig. (2-tailed) .011 .001  .003 .000 
N 100 100 100 100 100 
X2.4 Pearson Correlation .134 .401** .297** 1 .638** 
Sig. (2-tailed) .185 .000 .003  .000 
N 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




 M1 M2 M3 M4 M5 
M1 Pearson Correlation 1 .698** .573** .433** .383** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
M2 Pearson Correlation .698** 1 .758** .573** .423** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
M3 Pearson Correlation .573** .758** 1 .714** .451** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
M4 Pearson Correlation .433** .573** .714** 1 .522** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 100 





Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 100 
M6 Pearson Correlation .235* .355** .376** .497** .650** 
Sig. (2-tailed) .018 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
M7 Pearson Correlation .430** .497** .529** .530** .643** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
M8 Pearson Correlation .164 .254* .234* .408** .471** 
Sig. (2-tailed) .104 .011 .019 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
TOTAL_M Pearson Correlation .661** .773** .788** .801** .774** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 100 
 
Correlations 




M1 Pearson Correlation .235* .430** .164 .661*
* 
Sig. (2-tailed) .018 .000 .104 .000 





M2 Pearson Correlation .355** .497** .254* .773*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .011 .000 
N 100 100 100 100 
M3 Pearson Correlation .376** .529** .234* .788*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .019 .000 
N 100 100 100 100 
M4 Pearson Correlation .497** .530** .408** .801*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 
M5 Pearson Correlation .650** .643** .471** .774*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 
M6 Pearson Correlation 1 .469** .524** .705*
* 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 100 100 100 100 
M7 Pearson Correlation .469** 1 .413** .770*
* 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 





M8 Pearson Correlation .524** .413** 1 .593*
* 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 100 100 100 100 
TOTAL_M Pearson Correlation .705** .770** .593** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 100 100 100 100 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
A. Uji Realibilitas 
 
Kepatuhan wajib pajak 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






















Alpha N of Items 
.877 8 
 





















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 6.898 2.772  2.489 .015   
X1 .324 .140 .226 2.312 .023 .582 1.719 
X2 .891 .188 .412 4.743 .000 .735 1.361 
M .217 .104 .195 2.083 .040 .634 1.577 







Model Unstandardized Coefficients 
Standardized 





B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2.682 1.838  -1.459 .148 
X1 .025 .093 .035 .269 .788 
X2 .100 .125 .092 .801 .425 
M .097 .069 .174 1.402 .164 
a. Dependent Variable: Abs_RES 
 
Uji Hipotesis 1 dan 2 
























.444 .432 2.530 .444 38.707 2 97 .000 1.977 
a. Predictors: (Constant), X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
2. Uji regresi secara simultan 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 495.564 2 247.782 38.707 .000b 
Residual 620.946 97 6.402   
Total 1116.510 99    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2, X1 
 












Coefficients T Sig. Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 8.602 2.694  3.194 .002   
X1 .465 .125 .324 3.729 .000 .759 1.317 
X2 .961 .188 .445 5.116 .000 .759 1.317 
a. Dependent Variable: Y 
 
Uji hipotesis 3 dan 4 
























1 .710a .504 .478 2.427 .504 19.111 5 94 .000 1.856 
a. Predictors: (Constant), moderasi_x2, Zscore(X2), moderasi_x1, Zscore(M), Zscore(X1) 
b. Dependent Variable: Y 
 
2. Uji Regresi secara simultan 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 562.837 5 112.567 19.111 .000b 
Residual 553.673 94 5.890   
Total 1116.510 99    
a. Dependent Variable: Y 















Coefficients T Sig. Collinearity Statistics 
B 
Std. 
Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 32.531 .452  71.977 .000   
Zscore(X1) .747 .322 .223 2.318 .023 .573 1.747 
Zscore(X2) 1.351 .285 .402 4.737 .000 .731 1.367 
Zscore(M) .784 .312 .233 2.515 .014 .613 1.633 
moderasi_x1 873 .437 153 1.996 .049 .895 1.117 
moderasi_x2 423 .386 084 1.096 .276 .907 1.103 
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